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A. LATAR BELAKANG MASALAH
Penetapan UU nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 25
tahun 1999 oleh pemerintah, mengenai Pemerintah Daerah dan Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, berimplikasi pada tuntutan
otonomi yang lebih luas dan akuntabilitas publik yang nyata yang harus
diberikan kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, Undang-Undang ini
diganti dan disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah. Kedua undang-undang tersebut telah merubah akuntabilitas atau
pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal
(kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horisontal (kepada
masyarakat melalui DPRD).
Pasca reformasi terdapat paradigma baru dalam manajemen anggaran
daerah. Suatu paradigma yang menuntut lebih besarnya akuntabilitas dan
transparansi dari pengelolaan anggaran, dan dengan memperhatikan asas
keadilan dan kepatutan. Aspek utama budgeting reform adalah perubahan
dari traditional budget ke performance budget (Mardiasmo, 2002).
Reformasi anggaran daerah dimulai dengan penyusunan anggaran
daerah yang tidak lagi mengacu kepada PP nomor 6 tahun 1975 tentang Cara
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2Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja. Perubahan kebijakan tentang anggaran terjadi mengikuti
perubahan kebijakan pengelolaan keuangan negara. Salah satu bentuk
perubahan kebijakan tersebut dengan mulai diberlakukannya PP nomor 105
Tahun 2000 selanjutnya diganti dengan PP nomor 58 tahun 2005, yang
diikuti dengan diterbitkannya Permendagri nomor 13 tahun 2006 dan
selanjutnya dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun
2007.
Dalam UU nomor 17 tahun 2004 tentang Keuangan Negara,
disebutkan di pasal 3 ayat (1) bahwa keuangan negara dikelola secara
transparan. Berkenaan akuntabilitas, disebutkan di pasal 30 dan 31 yang
menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan negara harus berorientasi kepada
hasil. Hal senada juga terdapat pada UU nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah. Kemudian dalam PP nomor 58 tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai salah satu peraturan pelaksana dari
UU nomor 32 tahun 2004, di pasal 4 ayat (1) bahkan lebih luas dan tegas lagi,
yang mensyaratkan agar keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat
pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,
dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan
manfaat untuk masyarakat.
Konferensi tingkat tinggi (KTT) Millenium Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) bulan September tahun 2000 yang dihadiri 189 negara anggota
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3(termasuk Indonesia) menyepakati dan mengadopsi tujuan pembangunan
millenium atau Millenium Development Goal’s (MDG’s), yaitu: 1)
Pemberantasan kemiskinan dan kelaparan; 2) Meningkatkan pendidikan
dasar; 3) Promosi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; 4)
Penurunan angka kematian anak,  Meningkatkan kesehatan ibu; 5)
Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya; 6) Pengelolaan
lingkungan hidup yang berkelanjutan; 7) dan Mengembangkan kemitraan
global  untuk pembangunan (Adam dan Bevan, 2005).
Pemerintah Indonesia sendiri telah menyepakati International
Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) pada 23
Febreuari 2006 yang selanjutnya menjelma menjadi Undang-Undang
Republik Indonesia nomor 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan  Hak
Ekonomi, Sosial dan Budaya. Artinya,  pemerintah menjamin pemenuhan
hak dasar untuk warganya, sehingga kalau ada kemiskinan berarti pemerintah
melanggar hak asasi manusia yang disepakati dalam covenant tersebut
(Cahyo dan Hery, 2008).
Komitmen pembangunan melalui kesepakatan MDG’s baru
merupakan dasar upaya nyata dari prioritas yang terfokus, terukur, sinergis
dan berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan yang sejati tetap berkomitmen
untuk menurunkan tingkat kemiskinan secara menyeluruh, bukan hanya
sebagian saja, dan pencapaian dengan waktu yang lebih cepat
(Suhendra at al., 2007).
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4Nkoana (2008: 1) mengungkapkan:
“Political will and commitment play an important role at the early
stage of the reform and during the implementation to mobilise
government departments to implement performance budgeting”.
Di tingkat daerah, kebijakan pembangunan kota Madiun lebih
diarahkan untuk mewujudkan visi kota Madiun sebagaimana yang
tercantum dalam rencana stratejik (renstra) kota Madiun Tahun 2004-2009
ialah Terwujudnya kota Madiun sebagai sentra perdagangan, jasa dan
pendidikan menuju masyarakat berdaya dan sejahtera dalam suasana tertib
dan aman.
Khusus masalah pengentasan kemiskinan di kota Madiun, kebijakan
penanganan kemiskinan didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Madiun
nomor 12 tahun 2003 tentang Rencana Induk Pemberdayaan Masyarakat
Dalam Mengatasi Kemiskinan  Tahun 2003 – 2012. Selanjutnya dijelaskan
bahwa sasaran akhirnya adalah meningkatnya kesejahteraan keluarga miskin
yang disertai peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam
berusaha dan pemanfaatan potensi sumber daya alam serta kepedulian
pelestarian lingkungan.
Namun demikian, berdasarkan studi literatur yang dilakukan oleh
peneliti, perhatian pemerintah untuk mengalokasikan anggaran untuk
masyarakat masih rendah. Dari total anggaran yang direncanakan, sebagian
besar dana anggaran tersebut masih dinikmati oleh birokrasi. Untuk anggaran
SKPD yang diteliti pada tahun 2007, 82,10% merupakan anggaran untuk
belanja tidak langsung seperti pembayaran gaji, hanya 17,90% dari total
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5anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung (Rahayu at. al, 2007).
Menurut hasil penelitian Bandung Institute for Governance Study, sekitar
90% dana APBD kota Bandung juga dinikmati oleh birokrasi. Demikian juga
yang terjadi  di kota Bandar Lampung (Marcelina, 2007). Kondisi  ini juga
berlaku di Kota dan Kabupaten lain di Indonesia (Indrayana dalam Bastian,
2006b: 22).
Menurut kajian Aliansi CSO yang disponsori oleh LGSP (2007)
hanya sekitar 20% dari APBD kota Madiun diaplikasikan untuk program
pembangunan yang langsung menyentuh kepada rakyat. Di sisi lain terdapat
peningkatan APBD kota Madiun dari tahun ke tahun. Menurut BPS Kota
Madiun terdapat peningkatan angka kemiskinan di kota Madiun. Angka
kemiskinan terakhir menurut BPS Kota Madiun tahun 2006 sebesar 25.060
atau jumlah penduduk miskin sebesar 12,74%. Sedangkan jumlah perempuan
dalam angkatan kerja sebanyak 43%, kontribusi perempuan dalam
pendapatan hanya 31%. Rata-rata upah perempuan di sektor non pertanian Rp
222.819,- jauh di bawah upah rata-rata laki-laki Rp 397.644,- dalam
pengambilan kebijakan, partisipasi perempuan di parlemen 0% jauh di bawah
rata-rata angka propinsi 11% (makalah lokakarya LGSP Madiun, 6-8 Maret
2007).
Perhatian pemerintah untuk mengalokasikan anggaran untuk
masyarakat masih rendah. Hal ini ditandai dari jumlah alokasi pada program
penanganan kemiskinan dan pelayanan hak dasar (pendidikan dan kesehatan)
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6yang minim serta pengalokasian dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang tidak
fokus. (Lakpesdam Quarterly Narrative Report, 2006; Marcelina, 2007).
Dari total anggaran yang direncanakan, sebagian besar dana anggaran
tersebut masih dinikmati oleh birokrasi. Untuk anggaran SKPD yang diteliti
pada tahun 2007, 82,10% merupakan anggaran untuk belanja tidak langsung
seperti pembayaran gaji, hanya 17,90% dari total anggaran yang dialokasikan
untuk belanja langsung (Rahayu at a.l, 2007).  Menurut hasil penelitian
Bandung Institute for Governance Study, sekitar 90% dana APBD kota
Bandung juga dinikmati oleh birokrasi.
Lutfieka (2001) meneliti tentang evaluasi proses penyusunan dan
pengalokasian anggaran belanja Kabupaten Aceh Tenggara. Hasil
penelitiannya menyimpulkan bahwa kebijakan penyusunan APBD di
Kabupaten Aceh Tenggara belum berdasarkan kepentingan masyarakat, hal
ini terbukti peran DPRD dan masyarakat belum terlibat secara aktif dan
berpartisipasi secara maksimal dalam perencanaan penyusunan APBD.
Proses penyusunan APBD masih didominasi oleh pihak eksekutif dalam
menentukan skala prioritas dan plafon anggaran.
Bryant dan White dalam Hesel Nogi (2007: 93) mengemukakan
bahwa kebanyakan kritikus mengemukakan bahwa rencana-rencana lima
tahun sudah menjadi mode, formalitas, dan bahkan ritualitas, dan serta sedikit
atau malah tidak ada akibatnya sama sekali terhadap keputusan sehari-hari.
Rencana-rencana itu dtumpuk saja menjadi satu rak, dan keputusan sehari-
haripun terus berjalan sehingga mempertipis kemungkinan pencapaian
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7tujuan-tujuan yang dinyatakan dengan indah dalam rancangan-rancangan
komprehensif.”
Penerapan performance budgeting dalam proses penyusunan anggaran
belum berjalan sebagaimana yang diinginkan. Perubahan kebijakan hanya diikuti
oleh daerah pada tingkat perubahan teknis dan format, namun perubahan
paradigma belum banyak terjadi. Dominasi pembangunan fisik dan alokasi
anggaran yang lebih banyak dinikmati oleh kalangan birokrasi, menunjukkan
bahwa fokus dan alokasi dana pembangunan masih harus terus diperbaiki.
(Rahayu at al., 2007)
Sebagaimana dijelaskan di atas, penelitian yang berkaitan dengan
pengelolaan kinerja pengelolaan keuangan daerah atau analisis anggaran
secara umum telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.
Namun penelitian Analisis Kinerja dan Keberpihakan APBD untuk Rakyat
dengan studi kasus di Kota Madiun, sepengetahuan peneliti belum pernah
dilakukan sebelumnya. Kajian sebelumnya hanya bersifat parsial, yaitu
berkisar pada proses penyusunan APBD saja, analisis rasio keuangan
Pemerintah Daerah saja, atau proporsionalitas alokasi APBD saja.
Berdasarkan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa mayoritas
kemampuan keuangan daerah di Indonesia masih menggantungkan pada
pemerintah pusat, artinya kemampuan menghasilkan PAD masih lemah
(kurang lebih 14%). Studi kasus di kabupaten dan kota di Jawa Timur
menunjukkan bahwa sektor kesehatan penyumbang paling besar PAD di mana




8Selanjutnya, dalam alokasi APBD sebagian besar juga masih
didominasi untuk belanja tidak langsung sebesar kurang lebih 80% dan yang
dialokasikan untuk belanja langsung (publik atau rakyat) hanya sebesar kurang
lebih 20%. Keberpihakan pemerintah daerah berupa anggaran untuk rakyat
juga masih rendah. Hal ini ditandai dari jumlah alokasi pada program
penanganan kemiskinan dan pelayanan hak dasar (pendidikan dan kesehatan)
yang minim serta pengalokasian dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang tidak
fokus.
Peneliti sangat tertarik untuk meneliti sejauh mana kinerja dan
keberpihakan APBD untuk rakyat di kota Madiun dengan cara melakukan
analisis rasio keuangan daerah, analisis sisi  perencanaan pembangunan
daerah, dan analisis proporsi alokasi APBD khususnya pada sektor-sektor
yang menjadi prioritas pembangunan daerah kota Madiun. Selanjutnya peneliti
akan mencoba menyimpulkan bagaimana konsistensi pemerintah kota Madiun
dalam melaksakan visi - misi daerah sesuai dengan renstra (RPJMD) kota
Madiun tahun 2004-2009. Sedangkan data APBD realisasi sebagai bahan
analisis yang dipakai adalah tahun 2004-2008, karena kesulitan penulis
mengakses data APBD realisasi kota Madiun tahun 2009 dan  mengingat
periode jabatan walikota pada tahun 2004-2008. Perlu penulis sampaikan
bahwa sampai dengan penelitian ini diselesaiakan (Juni 2010), APBD realisasi




Dengan sistem penyusunan anggaran yang bersifat desentraliasi seperti
saat ini maka usulan program-program atau kegiatan pemerintah daerah
sebenarnya dapat lebih mudah diarahkan untuk kepentingan dan menyentuh
langsung pada kepentingan rakyat. Namun selama ini, alokasi anggaran
disusun dirasakan kurang dan tanpa prioritas berpihak pada rakyat dan lebih
mengutamakan anggaran pembangunan fisik. Di pihak lain, anggaran untuk
rakyat dirasakan kurang dimanfaatkan secara optimal dalam pelaksanaannya.
Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut:
a. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Madiun tahun 2004-2008?
b. Bagaimana keberpihakan APBD Kota Madiun untuk rakyat tahun 2004-
2008?
C. TUJUAN PENELITIAN
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Kota Madiun (analisis
rasio).
b. Mengkaji proporsionalitas alokasi APBD khususnya pada sektor-sektor





Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:
a. Bagi praktisi (eksekutif, legislatif, pemerhati anggaran daerah), hasil
analisis dan rekomendasi penelitian ini diharapkan memberikan gambaran
yang jelas tentang kinerja APBD dan posisi keberpihakan APBD Kota
Madiun terhadap kepentingan rakyat. Selanjutnya diharapkan dapat
dijadikan sarana evaluasi bagi Pemerintah Kota Madiun untuk perbaikan
dan peningkatan kinerja perencanaan dan penganggaran di masa yang akan
datang.
b. Bagi akademisi, diharapkan dapat memberikan bukti empiris bagaimana
kinerja dan keberpihakan APBD kota Madiun untuk rakyat serta








Menurut Widjaja (2002: 76), Otonomi Daerah adalah kewenangan
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai
dengan peraturan perundang – undangan.
Sedangkan menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan–undangan.
Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan
kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha–usaha yang sejauh
mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat karena pada
dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan
otonomi daerah tersebut. Menurut Mardiasmo (2002: 3), tiga misi itu yaitu:
1. Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta




Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu
berotonomi terletak pada keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus
memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber
keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup
memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya (Nogi,
2007: 82).
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Otonomi Daerah
adalah hak penyerahan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah, daerah berhak mengatur sendiri wilayahnya, tetapi masih diatur oleh
Undang – undang. Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota
dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan
bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya
pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian dan
pemanfaatan dan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan
keuangan pusat dan daerah.
B. ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
Di setiap negara, cakupan organisasi sektor publik sering tidak sama.
Tidak ada definisi yang secara komprehensif dan lengkap bisa digunakan
untuk semua sistem pemerintahan. Area organisasi sektor publik bahkan
sering berubah-ubah tergantung pada kejadian historis dan suasana politik
yang berkembang di suatu negara. Di Indonesia berbagai organisasi termasuk




sejumlah perusahaan di mana pemerintah mempunyai saham (BUMN dan
BUMD), organisasi bidang pendidikan, organisasi bidang kesehatan, dan
organisasi-organisasi massa.
Menurut Mahsun (2006: 7), organisasi sektor publik adalah organisasi
yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau
jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain
yang diatur dengan hukum.
Beberapa sektor publik dikelola dengan menggunakan sumber
pendanaan dari sumbangan atau dana amal (charities). Oleh karena sektor
publik sangat luas, maka dalam penyelenggaraannya sering diserahkan ke
pasar, namun pemerintah tetap mengawasinya dengan sejumlah regulasi.
Batasan area sektor publik menurut Mahsun (2006: 15) yaitu:
1. Penyelenggaraan layanan atau pengadaan barang kebutuhan masyarakat
umum.
2. Bukan konsumsi individual.
3. Pemerintah ikut mengendalikan dengan saham atau sejumlah regulasi yang
mengikat.




C. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
1. Pengertian APBD
Menurut Mamesh dalam Halim (2004: 15), APBD adalah rencana
operasional keuangan pemerintah daerah di mana di satu pihak
menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi–tingginya guna
membiayai kegiatan–kegiatan dan proyek–proyek daerah dalam satu tahun
anggaran tertentu dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan
dan sumber–sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran–
pengeluaran dimaksud.
Anggaran merupakan dokumen atau kontrak politik antara
pemerintah dan DPRD untuk masa yang akan datang (Mardiasmo, 2002).
Menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.
Dari berbagai pengertian tentang APBD di atas, dapat diambil
kesimpulan bahwa APBD memiliki unsur–unsur sebagai berikut:
a. Rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci.
b. Adanya sumber penerimaan untuk menutupi biaya–biaya sehubungan
dengan aktivitas–aktivitas pemerintahan dan adanya biaya–biaya yang
merupakan batas minimal pengeluaran–pengeluaran yang akan
dilaksanakan.
c. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.




2. Tujuan Penyusunan Anggaran
Tujuan proses penyusunan menurut Mardiasmo (2002: 68), yaitu:
a. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiscal dan meningkatkan
koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintahan.
b. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan
barang dan jasa publik melalui proses pemerintahan.
c. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
d. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah
kepada DPR / DPRD dan masyarakat luas.
Menurut Mardiasmo (2002 : 11), paradigma anggaran daerah yang
diperlukan di era otonomi daerah adalah sebagai berikut :
a. Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik.
b. Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya
rendah (work better and cost less).
c. Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan
akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran.
d. Anggaran daerah  harus dikelola dengan pendekatan kinerja
(performance oriented) untuk seluruh jenis pengeluaran maupun
pendapatan.
e. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja




f. Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para
pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan
memperhatikan prinsip value for money.
3. Fungsi-fungsi APBD (Rinusu: 2006: 5), yaitu:
a. Fungsi kebijaksanaan fiskal: fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan
fungsi stabilisasi.
b. Fungsi Manajemen: saat pedoman kerja/ arah kebijakan, sebagai alat
kontrol masyarakat, dan sebagai alat ukur kinerja pemerintah.
4. Dasar Hukum Penyusunan Anggaran
Paradigma baru anggaran menuntut adanya transparansi, dan
akuntabilitas anggaran. Sistem anggaran yang mampu mencakup hal
tersebut adalah permormanced budgeting yang penggunaannya dipayungi
oleh:
a. UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
b. PP nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
c. Permendagri nomor 13 nomor 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah,





e. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan
f. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD).
D. LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pada dasarnya pengelolaan keuangan daerah terdiri dari perencanaan,
pengawasan dan pengendalian. Pada akhirnya diperlukan adanya evaluasi
kinerja untuk mengetahui keberhasilan maupun kelemahan atau kekurangan
jenis kegiatan atau program kerja tertentu. Lihat gambar 1.
Gambar 1
Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah




Perencanaan dan penganggaran daearah sudah ditetapkan waktunya
oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah diharuskan mematuhi alur ini untuk
memastikan tahapan perencanaan dan penganggaran sudah dilalui dan
kepentingan masyarakat sudah diakomodasi. Selanjutnya pemerintah daerah
diharuskan untuk mensinkronkan perencanaan dan penganggarannya dengan
alur perencanaan pemerintah pusat (lihat gambar 2).
Gambar 2
Keterkaitan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
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E. PENILAIAN ANGGARAN KINERJA
1. Kinerja
Sadjiarto (2000) menjelaskan bahwa akuntabilitas dapat dilihat dari
perspektif akuntansi, perspektif fungsional dan perspektif sistem
akuntabilitas. Beberapa teknik yang dikembangkan untuk memperkuat
system akuntabilitas sangat dipengaruhi oleh metode yang banyak dipakai
dalam akuntansi, manajemen dan riset seperti management by objectives,
anggaran kinerja, riset operasi.
Government Accounting Standard Board (GASB), dalam Concept
Statements No. 2 dalam Sadjiarto (2000), membagi pengukuran kinerja
dalam tiga kategori indikator, yaitu (1) indikator pengukuran service
efforts, (2) indikator pengukuran service accomplishment, dan (3)
indikator yang menghubungkan antara efforts dengan accomplishment.
Service efforts berarti bagaimana sumber daya digunakan untuk
melaksanakan berbagai program atau pelayanan jasa yang beragam.
Service accomplishment diartikan sebagai prestasi dari program tertentu.
Di samping itu perlu disampaikan juga penjelasan tertentu berkaitan
dengan pelaporan kinerja ini (explanatory information).
Pengukuran-pengukuran ini melaporkan jasa apa saja yang
disediakan oleh pemerintah, apakah jasa tersebut sudah memenuhi tujuan
yang ditentukan dan apakah efek yang ditimbulkan terhadap penerima




accomplishment merupakan dasar penilaian efisiensi operasi pemerintah
(GASB, 1994 dalam Sadjiarto (2000).
Menurut Bastian (2001: 329),
“kinerja didefinisikan sebagai gambaran mengenai tingkat
pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau
kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi
organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu
organisasi”.
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, kinerja adalah
prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam melaksanakan tujuan
yang telah ditetapkan sebelumnya dalam periode tertentu.
2. Performance Budgeting (Anggaran Kinerja)
“Performance budgeting” is a process for budget preparation
and adoption that emphasizes performance management, allowing
decisions about allocation of resources to be made in part on the
efficiency and the effectiveness of service delivery”. (Rivenbark,
2004: 27)
“Defines performance budgeting as “a system of budgeting that
presents the purpose and objectives for which funds are required,
the costs of programs and associated activities proposed for
achieving those objectives, and the outputs to be produced or
services to be rendered under the each program.” In simple
terms, performance budgeting is about shifting emphasis from
inputs to outcomes and outputs associated with government
expenditure and taking this into account when making decisions
on the future allocation of resources”. (Shah and Shen, 2007:
154)
Performance Measurement Guide menurut Bastian (2001: 327)
menyatakan bahwa:
“Pengukuran/ penilaian kinerja merupakan proses mencatat dan




misi (mission accomplishment) melalui hasil–hasil yang ditampilkan
berupa produk, jasa ataupun suatu proses.”
“The elements of performance measurement are mission
statements, service delivery goals, strategic goals, objectives, and
performance measures. A framework for performance budgeting
are approach to ask program managers to submit some
performance measures along with their budget requests. Another
approach is to implement a comprehensive framework that
includes program review, financial alignment, performance
measurement, and timing issues”. (Rivenbark, 2004: 31).
3. Tujuan Penilaian Kinerja
Menurut Bastian (2001: 330), tujuan penilaian kinerja adalah:
a. Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan
untuk pencapaian prestasi.
b. Memastikan tercapainya skema prestasi yang disepakati.
c. Memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan pembandingan skema
kerja dan pelaksanaan.
d. Memberikan penghargaan dan hukuman yang obyektif atas prestasi
pelaksanaan yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran
prestasi yang telah disepakati.
4. Analisis Rasio Keuangan APBD
Brown (1993) menyarankan supaya menggunakan analisis rasio
keuangan  untuk menilai kondisi pemerintah daerah. Analisis Keuangan
adalah usaha mengidentifikasikan ciri–ciri keuangan berdasarkan laporan
keuangan yang tersedia. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik




belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah
pengukurannya (Halim, 2007: 231).
Adapun pihak – pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan
pada APBD ini adalah:
a. DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat).
b. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
c. Pemerintah pusat/ propinsi sebagai bahan masukan dalam pembinaan
pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan
membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan
periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan
yang terjadi. Menurut Halim (2007: 232), adapun rasio yang digunakan
dalam menilai kinerja pemerintah daerah adalah sebagai berikut:
a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiscal) menunjukkan
kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang
telah membayar pajak dan restribusi sebagai sumber pendapatan yang
diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh
besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan
pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya




Rasio Kemandirian = Pendapatan Asli DaerahBantuan Pusat & Pinjaman
Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah
terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian
mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap
bantuan pihak ekstern (terutama pihak pemerintah dan provinsi)
semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian
juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam
pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin
tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi
daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat
semakin tinggi.
b. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah
daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang
direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan
potensi riil daerah.
Rasio Efektivitas = Realisasi Penerimaan PADTarget Penerimaan PAD
Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan
efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%
(seratus persen). Namun demikian semakin tinggi rasio efektifitas,




memperolah ukuran yang lebih baik, rasio efektivitas tersebut perlu
diperbandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah
daerah.
c. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah
Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan
antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan
dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah
dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisiensi
apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%
(seratus persen). Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja
pemerintah daerah semakin baik. Untuk menghitung rasio efisiensi
digunakan formula sebagai berikut:
Rasio Efisiensi = Biaya untuk memungut PADRealisasi Penerimaan PAD
d. Rasio Aktifitas Atau Keserasian
Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah
memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin (belanja tidak
langsung) dan belanja pembangunan (belanja langsung) secara
optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk
belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja




ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana rasio









e. Debt Service Coverage Ratio (DSCR)
Dalam rangka melaksanakan pembangunan sarana dan
prasarana di daerah, selain menggunakan pendapatan asli daerah,
pemerintah daerah dapat menggunakan alternatif sumber dana yang
lain, sepanjang prosedur dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan
yang berlaku.
Menurut Halim (2007: 234), ketentuan-ketentuan tersebut
sebagai berikut:
1) Ketentuan yang menyangkut persyaratan
a) Jumlah kumulatif pinjaman daerah yang wajib dibayar
maksimal 75% dari penerimaan APBD tahun sebelumnya.
b) DSCR minimal 2,5.
DSCR merupakan perbandingan antara penjumlahan
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagian Daerah (BD) dari pajak
bumi dan bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB), penerimaan Sumber Daya Alam dan




setelah dikurangi Belanja Wajib (BW), dengan penjumlahan
angsuran pokok, bunga, dan biaya pinjaman.
DSCR = (PAD+BD+DAU)-BWTotal (Pokok Angsuran+Bunga+Biaya Pinjaman)
2) Ketentuan yang menyangkut penggunaan pinjaman
a) Pinjaman jangka panjang digunakan membiayai pembangunan
yang dapat menghasilkan penerimaan kembali untuk
pembayaran pinjaman dan pelayanan masyarakat.
b) Pinjaman jangka pendek untuk pengaturan arusn kas.
3) Ketentuan yang menyangkut prosedur
a) Mendapat persetujuan DPRD.
b) Dituangkan dalam kontrak.
f. Rasio Pertumbuhan
Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan
pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan
keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.
Rasio pertumbuhan ini dihitung dengan membandingkan selisih
masing – masing komponen pendapatan dan pengeluaran antara
periode sebelumnya dengan periode sekarang dibagi dengan jumlah
periode sebelumnya yang menjadi dasar perhitungan untuk mencari




Rasio Pertumbuhan = Rp Xn – Xn-1Rp Xn-1 X  100 %
Di mana:
Rp Xn – Xn-1 = Realisasi penerimaan PAD tahun yang
dihitung dikurangi tahun sebelumnya
Rp Xn-1 = Realisasi penerimaan PAD sebelumnya.
Sedangkan Reksohadiprojo (2000: 201) menjelaskan bahwa
menilai derajat desentralisasi fiskal (DDF) antara pemerintah pusat dan
daerah digunakan ukuran: (a) rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap
total pendapatan daerah (TPD); rasio bagi hasil pajak dan bukan pajak
(BHPBP) terhadap TPD; (c) rasio sumbangan dan bantuan (SB) terhadap
TPD.
Ismail Fitra (2008) menilai rasio kemandirian keuangan daerah
(KKD) dengan cara membandingkan PAD dengan dana perimbangan (DP)
ditambah lain-lain pendapatan daerah yang sah (LPDS).
F. ANGGARAN UNTUK RAKYAT (PRO POOR BUDGETING) DAN
INDIKATORNYA
Menurut Mardiasmo (2002: 6), konsekuensi logis pelaksanaan
otonomi daerah berdasarkan UU nomor 22 tahun 1999 dan UU nomor 25
tahun 1999 menyebabkan perubahan dalam manajemen keuangan daerah.
Perubahan tersebut antara lain adalah perlunya dilakukan budgeting reform
atau reformasi anggaran. Reformasi anggaran meliputi proses penyusunan,




Aspek utama budgeting reform adalah perubahan dari traditional
budget ke performance budget. Reformasi sektor publik yang salah satunya
ditandai dengan munculnya era new public management telah mendorong
usaha untuk mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam
perencanaan anggaran sektor publik.
Pendekatan baru dalam sistem anggaran publik tersebut cenderung
memiliki karakteristik umum. Menurut Mardiasmo (2002: 8), karakteristik
tersebut adalah sebagai berikut:
1. komprehensif/komparatif,
2. terintegrasi dan lintas departemen,
3. proses pengambilan keputusan yang rasional,
4. berjangka panjang,
5. spesifikasi tujuan dan perangkingan prioritas,
6. analisis total cost dan benefit (termasuk opportunity cost),
7. berorientasi input, output dan outcome (value for money),
bukan sekedar input, dan
8. adanya pengawasan kinerja.
Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya reformasi
sektor publik diharapkan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah
berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut harus
mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik yang berarti harus
berorientasi pada kepentingan publik. Merupakan kebutuhan masyarakat
daerah untuk menyelenggarakan otonomi secara luas, nyata dan bertanggung
jawab dan otonomi daerah harus dipahami sebagai hak atau kewenangan
masyarakat daerah untuk mengelola dan mengatur urusannya sendiri.
“A budget policy and implementation that is sensitive to social
inequalities and gender differences and actively addresses these




purposely done to produce policy, program, and projects which
favor or gives privilege to disadvantaged populations. The
substance is in line with budget policy to fulfill the ten basic rights
in the National Strategy to Eradicate Poverty to  improve the
quality of life (“People Oriented Budget”): food, heath,
education, job, housing, clean water, land, natural resources and
environment, security, and participation”. (Billah,  2007: 12)
Selanjutnya (Billah, 2007: 12) menjelaskan bahwa:
“The general principle of Pro-Poor Budgeting is management of
state/public fund (national and local) that is transparent,
accountable, participatory. The consequences is that all budgeting
policy and process should involve the public”.
“Anggaran yang berpihak kepada rakyat miskin dapat
diterjemahkan sebagai Praktek perencanaan dan penganggaran
yang sengaja ditujukan untuk membuat kebijakan, program dan
kegiatan yang dampaknya dapat meningkatkan kesejahteraan atau
terpenuhinya kebutuhan hak-hak dasar masyarakat”. (Rinusu, 2006:
2)
Menurut Bapenas (2008: 3), Pro-Poor Planning And Budgeting
(P3B) atau perencanaan dan penganggaran kemungkinan besar bersifat “pro-
poor” jika:
1. Orang miskin ditargetkan untuk mendapat perhatian khusus,
sehingga proporsi orang miskin yang menerima manfaat lebih
besar dari proporsi orang miskin dalam populasi.
2. Perencanaan dan penganggaran difokuskan pada akar masalah
dari kemiskinan, serta memberikan kemampuan pada orang
miskin agar dapat mengakses dan menggunakan sumber daya
yang dapat membantu mereka untuk keluar dari kemiskinan.
3. Perencanaan dan penganggaran yang dapat memaksimumkan
manfaat bagi orang miskin melalui program yang dihubungkan
dengan MDGs.
4. Orang miskin dapat berpartisipasi dalam perencanaan,





Selanjutnya menurut Bapenas (2008: 3), untuk menyiapkan suatu
rencana dan anggaran yang “propoor”, maka dibutuhkan beberapa langkah:
1. Seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya pemerintah,
sebaiknya memahami dan menyetujui identifikasi akar masalah
kemiskinan dan kebutuhan utama orang miskin dengan
menggunakan data kemiskinan BPS, pemetaan kemiskinan,
pengukuran tingkat pencapaian MDGs, pengetahuan lokal, dan
lain-lain.
2. Menentukan prioritas utama— tidak 20 atau 25 tetapi 10 atau 12
- untuk rencana aksi “pro-poor” untuk kurun waktu 3 sampai 5
tahun, yang dapat memenuhi kebutuhan utama orang miskin
sebagaimana telah diidentifikasi pada langkah di atas.
3. Menilai tingkat keberpihakan anggaran saat ini apakah sudah
berpihak pada kaum miskin atau belum, dengan misalnya
melakukan identifikasi sejauh mana kesenjangan MDGs untuk
pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan sudah
ditanggulangi dan dibiayai. Contoh lain, sejauh mana program
pengembangan ekonomi saat ini sudah difokuskan pada industri
yang mempekerjakan banyak orang miskin seperti usaha mikro
dan kecil serta usaha pertanian.
Nilai Lebih Pro-poor Budgeting  (PpB) menurut Rinusu (2006: 30)
adalah sebagai berikut:
1. Fungsi kesejahteraan sosial masyarakat (social welfare function)
menjadi lebih optimal.
2. Mempercepat proses demokratisasi. Melalui mekanisme proses
perencanaan dan penganggaran yang partisipatif, misalnya,
memberikan ruang bagi kaum miskin untuk mengaktualisasikan
hak-hak politiknya terhadap kebijakan anggaran publik.
3. Faktor pendorong terciptanya stabilisasi politik dan sosial,
karena kepentingan kaum miskin yang selama ini cenderung
tertinggalkan sehingga mengakibatkan frustasi yang
berkepanjangan, sekarang aspirasi mereka mendapatkan saluran
yang semestinya.
4. Mempercepat proses penanggulangan kemiskinan. Dengan
menerapkan PpB, upaya penanggulangan kemiskinan menjadi
lebih fokus dan transparan. Kebutuhan-kebutuhan sosial dasar
kaum miskin seperti sarana kesehatan, pendidikan dan





5. Meningkatkan pendapatan bagi kelompok miskin. Meskipun PpB
tidak dapat menuntaskan dimensi kemiskinan secara menyeluruh,
minimal ia dapat menjadi media yang membuka peluang kaum
miskin untuk meningkatkan pendapatannya. Jika aspek ini saja
dapat tercapai maka implikasinya terhadap pengurangan
kesenjangan distribusi pendapatan menjadi sangat berarti.
6. Meningkatkan produktivitas atau kapasitas ekonomi, nasional
maupun regional. Sebagai entitas ekonomi, kegiatan ekonomi
kaum miskin yang terus berkembang tentunya akan memberikan
kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan produktivitas
ekonomi”.
“A wide range of public services and investments is crucial for the
attainment of the PRSP targets which in the second generation
PRSPs are commonly related to the MDGs. Therefore, the
government budget is a key instrument for PRSP implementation. It
is especially at the level of the budget composition that the
relationship between budgets and the poverty-related targets is
apparent” (Adam and Bevan, 2005, in Misch and Wolff-UNDP).
Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK: 2005),
mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang,
laki-laki dan perempuan, yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk
mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi
kemiskinan ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa
masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak-hak
dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya.
Ada 10 hak dasar menurut Strategi Nasional Pengentasan Kemiskinan
(SNPK), yaitu:  hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan,
perumahan, air bersih, tanah, lingkungan hidup, rasa aman, dan hak atas
partisipasi pembangunan.
Kebijakan utama pengentasan kemiskinan di kota Madiun didasarkan




Induk Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengatasi Kemiskinan  Tahun 2003
– 2012. Adapun indikator capaian sasarannya adalah sebagai berikut:
1. Dalam waktu 5 tahun diproyeksikan mampu mengentaskan keluarga
miskin lebih dari 40%.
2. Dalam waktu 10 tahun diproyeksikan mampu mengentaskan keluarga
miskin lebih dari 80%.
Dalam urusan pendidikan, diamanahkan oleh pasal 31 ayat (4) UUD
1945 Amandemen dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, bahwa syarat minimal alokasi anggaran untuk pendidikan adalah
20%. Namun demikian, pada akhirnya formulasi perhitungan anggaran
pendidikan 20%  ternyata masih menyertakan gaji pendidik melalui putusan
Mahkamah Konstitusi tahun 2009.
UUD 1945 Amandemen, pasal 28 H ayat (1) bahwa Setiap orang
berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat
lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan
kesehatan; pasal 34 ayat (1) bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar
dipelihara oleh negara; pasal 34 ayat (3) Negara bertanggungjawab atas
penyediaan fasilitas Pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak.
Dalam pasal 3 UU Nomor 40 tahun 2006 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (SJSN), disebutkan bahwa SJSN bertujuan untuk memberikan
jaminan  terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta




Target MDG’s (Bapenas, 2008) adalah sebagai berikut:
1. Pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim. Target
untuk 2015 adalah mengurangi setengah dari penduduk dunia
yang berpenghasilan kurang dari 1 dolar AS sehari dan
mengalami kelaparan.
2. Pemerataan pendidikan dasar. Target untuk 2015 adalah
memastikan bahwa setiap anak, baik laki-laki dan perempuan
mendapatkan dan menyelesaikan tahap pendidikan dasar.
3. Mendukung adanya persaman jender dan pemberdayaan
perempuan. Target 2005 dan 2015 adalah mengurangi
perbedaan dan diskriminasi gender dalam pendidikan dasar
dan menengah terutama untuk tahun 2005 dan untuk semua
tingkatan pada tahun 2015.
4. Mengurangi tingkat kematian anak. Target untuk 2015 adalah
mengurangi dua per tiga tingkat kematian anak-anak usia di
bawah 5 tahun.
5. Meningkatkan kesehatan ibu. Target untuk 2015 adalah
Mengurangi dua per tiga rasio kematian ibu dalam proses
melahirkan.
6. Perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit
lainnya. Target untuk 2015 adalah menghentikan dan memulai
pencegahan penyebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit
berat lainnya.
7. Menjamin daya dukung lingkungan hidup. Targetnya adalah:
a. Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan yang
berkelanjutan dalam kebijakan setiap negara dan program
serta mengurangi hilangnya sumber daya lingkungan.
b. Pada tahun 2015 mendatang diharapkan mengurangi
setengah dari jumlah orang yang tidak memiliki akses air
minum yang sehat.
c. Pada tahun 2020 mendatang diharapkan dapat mencapai
pengembangan yang signifikan dalam kehidupan untuk
sedikitnya 100 juta orang yang tinggal di daerah kumuh.





Dalam mengukur kinerja pemerintahan perlu alat ukur finansial dan
nonfinansial sebagaimana yang disampaikan oleh Louise Kloot (1999: 568),
“The performance of both people and programs is now being
measured. Although there is an emphasis on financial and
budgetary measures for financial accountability, the use of non-
financial measures in determining outcome accountability is
increasing. Customer service and quality are two of the areas in
which nonfinancial performance measures are being developed”.
Louise Kloot (1999: 571) dalam penelitiannya yang berjudul
“Performance measurement and accountability in Victorian local
government” menggunakan a field study examined performance measurement
practices in 23 of Victoria's 78 local governments, including both
metropolitan and rural cities. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa:
”The results revealed a substantial increase in the level of use of
performance measurement in the sector, related to increased
emphasis on accountability and organisational changes imposed on
the sector by the state government. The performance of both people
and programs is now being measured. Although there is an
emphasis on financial and budgetary measures for financial
accountability, the use of non-financial measures in determining
outcome accountability is increasing. Customer service and quality
are two of the areas in which nonfinancial performance measures
are being developed”.
Derajat desentralisasi fiskal, khususnya komponen pendapatan asli
daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan daerah (TPD), menurut
hasil penelitian Tim Fisipol UGM (dalam Nogi, 2007: 83), telah membuat
skala interval untuk mengkategorikan kemampuan keuangan daerah dengan




yaitu: sangat kurang apabila nilainya 0% - 10%,  kurang apabila proporsinya
10,01% - 20%, cukup apabila proporsinya 20,01% - 30%, sedang apabila
proporsinya 30,01% - 40%, baik apabila proporsinya 40,01% - 50%, dan
sangat baik apabila proporsinya > 50,01%.
Hasyim (2005) dalam tesisnya yang berjudul Analisis Kemampuan
Keuangan Daerah dalam Era Otoda, Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten
Malang, menyimpulkan bahwa derajat desentralisasi fiskal hanya 7,6%. Artinya,
kemampuan keuangan daerah masih sangat kurang (Tim Fisipol UGM, dalam
Nogi).
Mayoritas kemampuan keuangan daerah di Indonesia masih
menggantungkan pada pusat. Menurut Kuncoro (1995:17) Proporsi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) di
sebagian besar provinsi di Indonesia hanya 15,4%, artinya lebih banyak
subsidi dari pemerintah pusat dibandingkan dengan PAD dalam pembiayaan
pembangunan daerah.
Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah
mempunyai dampak yang signifikan terhadap peningkatan PAD. Sayangnya
pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah kabupaten dan kota masih kecil,
akibatnya penerimaan PAD-nyapun kecil. Terkait dengan PAD, penerimaan yang
menjadi andalan adalah retribusi dan pajak daerah  (Adi, 2006). Padahal, alokasi
belanja untuk kepentingan industri memberikan kontribusi positif terhadap
kenaikan pajak (Wong, 2004).
Menurut hasil riset local budget study yang fokus terhadap kesehatan




kabupaten Situbondo, kabupaten Pasuruan, kabupaten Malang, Kabupaten
Bojonegoro, kota Surabaya, dan kota Blitar) yang dimuat dalam Jawa Pos Pro
Otonomi (Selasa 13 April 2010) sektor kesehatan menyumbang besar PAD.
Dicontohkan, kontribusi retribusi kesehatan terbesar adalah kota Blitar
menyumbang PAD dari sektor kesehatan tahun 2007 dan 2008 masing-masing
sebesar 25,18% (7,15 miliar) dan 37,35% (14,84 miliar). Di sisi lain, alokasi
belanja urusan kesehatan (campuran biaya langsung dan tidak langsung) rata-
rata di 7 kabupaten-kota tersebut mengalami kenaikan selama 3 tahun (2007-
2009), yaitu rata-rata 5-19% dari total anggaran daerah.
Perhatian pemerintah untuk mengalokasikan anggaran untuk
masyarakat masih rendah. Dari total anggaran yang direncanakan, sebagian
besar dana anggaran tersebut masih dinikmati oleh birokrasi. Untuk anggaran
SKPD yang diteliti pada tahun 2007, sebesar 82,10% merupakan anggaran
untuk belanja tidak langsung seperti pembayaran gaji dan hanya 17,90% dari
total anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung (Rahayu at. al.,
2007).  Menurut hasil penelitian Bandung Institute for Governance Study,
sekitar 90% dana APBD kota Bandung juga dinikmati oleh birokrasi.
Keberpihakan pemerintah daerah berupa anggaran untuk rakyat masih
rendah. Hal ini ditandai dari jumlah alokasi pada program penanganan
kemiskinan dan pelayanan hak dasar (pendidikan dan kesehatan) yang minim
serta pengalokasian dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang tidak fokus




juga berlaku di Kota atau Kabupaten lain di Indonesia (Indrayana dalam
Bastian, 2006b: 22).
Lutfieka (2001) meneliti tentang evaluasi proses penyusunan dan
pengalokasian anggaran belanja Kabupaten Aceh Tenggara. Hasil
penelitiannya menyimpulkan bahwa kebijakan penyusunan APBD di
Kabupaten Aceh Tenggara belum berdasarkan kepentingan masyarakat, hal
ini terbukti peran DPRD dan masyarakat belum terlibat secara aktif dan
berpartisipasi secara maksimal dalam perencanaan penyusunan APBD.
Proses penyusunan APBD masih didominasi oleh pihak eksekutif dalam
menentukan skala prioritas dan plafon anggaran.
Kutipan di atas menunjukkan bahwa dana yang dialokasikan untuk
pembangunan langsung yang dapat dinikmati oleh rakyat masih sangat
minim, dibandingkan dana yang dialokasikan untuk meningkatkan
kesejahteraan kalangan birokrasi.
Penerapan performance budgeting dalam proses penyusunan anggaran
belum berjalan sebagaimana yang diinginkan. Perubahan kebijakan hanya diikuti
oleh daerah pada tingkat perubahan teknis dan format, namun perubahan
paradigma belum banyak terjadi. Dominasi pembangunan fisik dan alokasi
anggaran yang lebih banyak dinikmati oleh kalangan birokrasi, menunjukkan
bahwa fokus dan alokasi dana pembangunan masih harus terus diperbaiki
(Rahayu at al. 2007).
Konsep dan prinsip pro-poor budget beberapa pra-syarat kebijakan
yang menyertainya, bukanlah merupakan konsep yang bersifat utopia (mimpi).




kehidupan pemerintahan sehari-hari. Menurut Kelompok Kerja Pro-poor
Budget (2007), dalam konteks ini, belajar dari pengalaman-pengalaman daerah
tertentu, seperti kabupaten Jembrana (propinsi Bali) dan Solok (propinsi
Sumatera Barat) yang dianggap berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan
rakyatnya, beberapa kunci sukses yang dijalankan oleh pemerintah kabupaten
setempat antara lain: pemkab mempunyai keberpihakan kepada kepentingan
masyarakat miskin, serius memberantas korupsi dan menjalankan good
governance, melibatkan lembaga masyarakat dan adat secara aktif dalam
pelaksanaan program pembangunan wilayah, menjalankan prinsip partisipatoris
dan transparansi dalam proses perencanaan pembangunan, penganggaran, serta
pemantauan kegiatan proyek pembangunan.
Suhendra et al. (2007) menyarankan perlunya upaya penanggulangan
kemiskinan yang dilakukan secara lintas sektoral/departemen/lembaga dan
berbagai program perlu difokuskan agar anggaran kemiskinan dapat benar-
benar dinikmatidan menyentuh langsung terhadap orang miskin.
Hal senada juga disampaikan oleh Saptana dan Darwis (2004) tentang
perlunya sistem koordinasi dalam penanggulangan kemiskinan di daerah yang
efektif antar empat kelembagaan (KPK-daerah, kelembagaan





McKay and Aryeetey (2004: 67) melaksanakan Operationalising Pro-
Poor Growth,  A Country Case Study on Ghana, merekomendasikan:
“Mutu belanja untuk publik adalah suatu isu kunci yang ada di Ghana.
Ada perhatian serius tentang efektivitas pembelanjaan untuk publik
dalam banyak kondisi pokok untuk pertumbuhan dan pengembangan
manusia, yang mencakup pendidikan, pelayanan kesehatan, jalan dan
infrastruktur pedesaan lainnya”.
Sebagaimana dijelaskan di atas, penelitian yang berkaitan dengan
pengelolaan kinerja pengelolaan keuangan daerah atau analisis anggaran
secara umum telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.
Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah permasalahan
yang dibahas sama-sama pengelolaan keuangan daerah. Namun penelitian
Analisis Kinerja dan Keberpihakan APBD untuk Rakyat dengan studi kasus di
Kota Madiun, sepengetahuan peneliti belum pernah dilakukan sebelumnya.
Kajian sebelumnya hanya bersifat parsial, yaitu berkisar pada proses
penyusunan APBD saja, analisis rasio keuangan Pemerintah Daerah saja, atau
proporsionalitas alokasi APBD saja.
Berdasarkan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa mayoritas
kemampuan keuangan daerah di Indonesia masih menggantungkan pada
pemerintah pusat, artinya kemampuan menghasilkan PAD masih lemah
(kurang lebih 14%). Studi kasus di kabupaten dan kota di Jawa Timur
menunjukkan bahwa sektor kesehatan penyumbang paling besar PAD di mana





Selanjutnya, dalam alokasi APBD sebagian besar juga masih
didominasi untuk belanja tidak langsung sebesar kurang lebih 80% dan yang
dialokasikan untuk belanja langsung (publik atau rakyat) hanya sebesar kurang
lebih 20%. Keberpihakan pemerintah daerah berupa anggaran untuk rakyat
juga masih rendah. Hal ini ditandai dari jumlah alokasi pada program
penanganan kemiskinan dan pelayanan hak dasar (pendidikan dan kesehatan)
yang minim serta pengalokasian dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang tidak
fokus.
Peneliti sangat tertarik untuk meneliti sejauh mana kinerja dan
keberpihakan APBD untuk rakyat di kota Madiun dengan cara
menggabungkan analisis rasio keuangan pemerintah kota Madiun dan
menganalisis proporsionalitas alokasi APBD khususnya pada sektor-sektor
yang menjadi prioritas pembangunan daerah kota Madiun. Selanjutnya peneliti
akan mencoba menyimpulkan bagaimana konsistensi pemerintah kota Madiun








Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu ingin
menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Madiun dengan
menggunakan analisis rasio keuangan dan menganalisis proporsionalitas
alokasi APBD khususnya pada sektor-sektor yang menjadi prioritas
pembangunan daerah kota Madiun. Selanjutnya peneliti akan mencoba
menyimpulkan bagaimana konsistensi Pemerintah Kota Madiun dalam
melaksakan Visi - Misi Daerah sesuai dengan RPJMD Kota Madiun tahun
2004-2008.
Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan menggunakan latar
alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan
dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Sugiono, (2009: 1)
memaparkan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang
digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai
lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen
kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan=
observasi, wawancara, dokumentasi), analisis data bersifat induktif, dan hasil
penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.
Adapun metode penelitian ini menggunakan case study di pemerintah




sangat cocok digunakan dalam kondisi a how or why question is being asked
about a contemporary set of events, over which the investigator has a little or
no control.
B. OBYEK PENELITIAN DAN BATASAN PENELITIAN
Obyek penelitian yang digunakan adalah Pemerintah Kota Madiun yang
didasarkan atas dokumen tahun 2004 – 2008. Renstra (RPJMD) kota Madiun
yang digunakan adalah tahun 2004 – 2009. Sedangkan data APBD realisasi
sebagai bahan analisis yang dipakai adalah tahun 2004 – 2008, karena
kesulitan penulis mengakses data APBD realisasi kota Madiun tahun 2009 dan
mengingat periode jabatan walikota pada tahun 2004-2008. Perlu penulis
sampaikan bahwa sampai dengan penelitian ini diselesaiakan (Juni 2010),
APBD realisasi kota Madiun tahun 2009 masih diaudit oleh BPK.
Selanjutnya pembahasan akhir terbatas pada output dan outcome hasil
pembangunan di kota Madiun yang meliputi permasalahan pendidikan,
kesehatan, kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia (IPM).
C. JENIS DAN SUMBER DATA
Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Data primer
berupa prioritas pembangunan dan ketercapaian hasil pembangunan daerah
diperoleh langsung dari pihak eksekutif, legislatif, LSM dan masyarakat yang
terkait. Data sekunder yang berupa Renstra (RPJMD) Kota Madiun Tahun




Peraturan Daerah diperoleh dari Bapeda dan Dinas terkait, serta data
pendukung lain dari dari BPS dan internet. Sedangkan data sekunder yang
berupa literatur dan penelitian terdahulu diperoleh dari perpustakaan dan
internet.
D. TEKNIK  PENGUMPULAN DATA
Data primer diperoleh dari indept interview dan diskusi kelompok
terfokus (focus group discussion) dengan pihak-pihak terkait (eksekutif,
legislatif, dan masyarakat). Data primer juga didapatkan dari survey. Data
sekunder diperoleh dengan cara dokumentasi dari Bapeda, BPS, perpustakaan
dan interrnet.
E. METODE ANALISIS DATA
Metode analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Analisis Rasio Keuangan dalam menilai kinerja Pemerintah Kota Madiun,
menurut Abdul Halim (2007: 232) adalah sebagai berikut.
a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah;









Selanjutnya  dilakukan analisis derajat desentralisasi fiskal (DDF)
menurut Reksohadiprojo (2000: 201), yaitu rasio pendapatan asli daerah
(PAD) terhadap total pendapatan daerah (TPD).  Juga akan dilakukan
analisis kemandirian keuangan daerah (KKD) dengan cara
membandingkan PAD dengan dana perimbangan (DP) + lain-lain
pendapatan daerah yang sah (LPDS) menurut Ismail Fitra (2008).
2. Analisis APBD untuk rakyat
a. Analisis perencanaan (konsistensi)
Analisis tataran kebijakan strategis, yaitu menelaah prioritas
pembangunan daerah kota Madiun sesuai dengan RPJM Nasional dan
Renstra (RPJMD) Kota Madiun tahun 2004-2009. Di sini akan
dilakukan analisis komprehensif terhadap prioritas pembanguanan
daerah dan arah kebijakan anggaran daerah yang terdapat dalam
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
yang di dalamnya juga terdapat Visi dan Misi Pembangunan Daerah.
b. Analisis proporsi alokasi APBD untuk rakyat tahun 2004-2008.
1) Analisis alokasi anggaran per-urusan, yaitu untuk mengetahui
sejauhmana prioritas pembangunan daerah dituangkan dalam
alokasi anggaran per-urusan.
a) Menganalisis kebijakan alokasi anggaran berdasarkan besaran
alokasi per-urusan, yaitu membandingkan besaran alokasi




b) Menganalisis struktur alokasi dalam masing-masing urusan,
dan selanjutnya memetakan alokasi belanja berdasarkan
prioritas pembangunan daerah.
2) Menganalisis seberapa besar proporsi alokasi APBD untuk rakyat.
a) Menganalisis struktur penerimaan. Pendekatan ini
dimaksudkan untuk menilai kontribusi setiap sumber
penerimaan baik dari Dana Perimbangan (DP) maupun yang
bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan
menganalisis struktur pendapatan dapat diketahui bagaiman
trend masing-masing sumber pendapatan dalam kurun waktu
2004 – 2008. Selanjutnya mencermati unsur PAD dengan
maksud untuk mengetahui kelompok masyarakat mana yang
menjadi penyumbang terbesar PAD.
b) Menganalisis struktur belanja. Pendekatan ini dimaksudkan
untuk menilai apakah dari sisi belanja telah berpihak kepada
rakyat dan prioritas pembangunan daerah. Metode ini
dilakukan dengan membandingkan besaran alokasi belanja
belanja langsung (BL) dan belanja tidak langsung (BTL).
Selanjutnya dalam BL akan dihitung lagi seberapa besar
alokasi untuk program pembangunan (APBD untuk rakyat)
setelah terlebih dahulu  mengeluarkan biaya pegawai. Di sini
akan dilakukan analisis kecenderungan (trend) dan analisis




c. Analisis ketercapaian hasil pembangunan
Pada pembahasan akhir akan dipaparkan tentang output dan
outcome hasil pembangunan di kota Madiun yang meliputi










Bagaimana Kinerja dan Keberpihakan APBD Kota Madiun Untuk Rakyat
1. Analisis Rasio Keuangan Daerah:
Kemandirian Keuangan Daerah,
Rasio Efektifitas Dan Efisiensi
PAD, Rasio Aktifitas (Keserasian,
DSCR), Rasio Pertumbuhan
2. Analisis APBD Untuk Rakyat:
a. Analisis perencanaan
pembangunan daerah.
b. Analisis proporsi alokasi APBD
untuk rakyat: mengkaji struktur
penerimaan, belanja.














A. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN
1. Sejarah Singkat Kota Madiun
Pada tahun 1590 Kadipaten Purabaya (nama Madiun saat itu)
diserang oleh Mataram. Dalam pertempuran itu melahirkan legenda
tentang seorang Panglima Perang Wanita bernama Retno Dumilah
sebagai pemimpin perang Kadipaten Purabaya yang tangguh. Namun
pada akhilrnya Kadipaten Purabaya jatuh dan dengan sendirinya
menjadi bagian dari Kerajaan Mataram sampai pada sekitar tahun 1830
(ketika Perang Diponegoro usai dan dimenangkan oleh Penjajah
Belanda). Hal inilah yang besar kemungkinannya menjadi pengaruh
mengapa nilai budaya keseharian yang ada di Madiun dan sekitarnya
lebih bernuansa Mataraman (yang berpangkal di Yogyakarta dan
Surakarta) daripada bernuansa budaya Arek (yang berpangkal di
Surabaya dan sekitarnya).
Pada jaman penjajahan Belanda (tepatnya pada tahun 1831 –
1832), Madiun ditetapkan sebagai Ibukota dan pusat pemerintahan
Karesidenan Madiun yang wilayahnya meliputi Madiun, Ngawi,
Magetan, Ponorogo dan Pacitan. Catatan juga merupakan pusat industri
gula yang amat penting bagi pemerintah penjajahan Belanda. Sebagai




Pabrik Gula, yaitu: Rejo Agung, Kanigoro, Pagotan, Purwodadi,
Soedono dan Redjoe Sarie yang kesemuanya berposisi tidak lebih dari
30 km jarak tempatnya dari pusat kota Madiun. (Providing Open Space
Strategic Plan, Uni of Canberra, 2000, dalam Renstra Kota Madiun
2004 - 2009).
Sejarah kota Madiun berpangkal pada Peraturan Pemerintah
Hindia Belanda nomor 326 tertanggal 20 Juni 1918 tentang berdirinya
Kota Praja Madiun. Meskipun demikian, sampai dengan 1928 Kota
Praja Madiun tidak mempunyai Burgemster (Walikota) karena hanya
dengan diserahkan pengurusannya kepada Ambtenar setingkat Asisten
Residen, dan baru melalui sebuah Surat Keputusan nomor 411 tahun
1928, Pemerintah Hindia Belanda menunjuk Mr. K.A. Schotman
sebagai Walikota pertama di Kota Praja Madiun saat itu dan
memerintah hingga tahun 1932. Selama rentang waktu sesudah tahun
1932 sampai dengan 1967, kota Madiun di pimpin oleh 18 orang
Walikota yang belum diketahui secara pasti kurun waktu masa
jabatannya. Periode sesudah itu kemudian mencatat nama-nama
Walikota: Drs. Imam Soenardji (1968-1974); Ahmad Dawaki, B.A.
(1974 – 1979); Drs. Marsoedi (1979 – 1989); Drs. Madra M. Jasin
(1989 – 1994); Drs. Bambang Pamoedjo (1994 – 1999); Drs. Achmad
Ali (1999 – 2004), Kokok Raya, S.H., M.Hum. (2004 – 2009); dan




Sebagian besar masyarakat Kota Madiun bekerja dalam bidang
wiraswasta dan pegawai negeri. Kota Madiun merupakan kota
karesidenan yang mempunyai wilayah 5 (lima) kabupaten, yaitu:
Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten
Ponorogo dan Kabupaten Pacitan. Selain itu sebagai ibu kota
karesidenan, Madiun juga merupakan kota transit karena Madiun adalah
sebagai pintu masuk yang menghubungkan antara propinsi Jawa Timur
dan Jawa Tengah sehingga kota Madiun tergolong paling ramai di
wilayah Jawa Timur bagian barat. Masyarakat Kota Madiun
berkembang secara dinamis dengan daya pikir yang maju.
Saat ini, secara Administratif kota Madiun dibagi menjadi 3
(tiga) wilayah kecamatan dan 27 kelurahan, yaitu:
a. Kecamatan Mangunharjo, yang terdiri dari 9 kelurahan, yaitu:
Nambangan Lor, Nambangan Kidul, Mangunharjo, Pangonganan,
Winongo, Madiun Lor, Patihan, Ngegong, dan Sogaten.
b. Kecamatan Taman, yang terdiri dari 9 kelurahan, yaitu: Josenan,
Kuncen, Demangan, Banjarejo, Pandean, Taman, Mojorejo, dan
Manisrejo.
c. Kecamatan Kartoharjo, yang terdiri dari 9 kelurahan, yaitu:
Kartoharjo, Oro–oro Ombo, Klegen, Kanigoro, Pilangbango,





Dalam Renstra Kota Madiun tahun 2004 – 2009 dan RPJP Kota
Madiun 2007 - 2025 dijelaskan bahwa Madiun merupakan kota yang
terletak di bagian barat dari wilayah Propinsi Jawa Timur menempati
wilayah seluas 33,23 km² terhampar pada koordinat 111º - 112º Bujur
Timur dan 7º - 8º Lintang Selatan, serta berada di ± 63 m di atas
permukaan air laut. Kota Madiun beriklim tropis, temperatur udara
berkisar antara 20º - 35º Celcius, kelembaban nisbi udara 78%, dan
kecepatan angin rata-rata 12 knot.
Berdasarkan pemantauan dari 2 stasiun pengamatan, wilayah
Kota Madiun memiliki lama hari hujan rata-rata sekitar 100 hari
pertahun dengan curah hujan 2000 mm/ tahun. Daya serap air hujan
dikota ini cukup baik karena struktur tanahnya berjenis alluvial (suatu
jenis tanah yang mempunyai kadar mineral dan organisme yang tinggi).
Berdasar pada hal tersebut, maka debit air tanah sepanjang tahun relatif
konstan sehingga mempermudah pemenuhan kebutuhan air bersih
warga kota.
Jarak Pusat Pemerintahan ke Ibukota Propinsi adalah 189 Km.
Sedangkan waktu tempuh ke Ibukota Propinsi adalah ± 4 jam. Kota ini
dilintasi kali Madiun yang mengalir ke arah utara dan bertemu dengan
Bengawan Solo di wilayah kabupaten Ngawi dan selanjutnya bermuara
ke laut Jawa. Kali Madiun membelah kota Madiun menjadi 2 (dua)




3. Potensi Unggulan Daerah
Berdasarkan Renstra Kota Madiun 2004-2008, kota Madiun
mempunyai posisi yang strategis karena merupakan sub regional centre
atau SWP (Satuan Wilayah Pengembangan)   Jawa Timur Bagian Barat.
Hal ini sehubungan dengan letak geografis dan sarana serta prasarana
kota yang dimiliki Kota Madiun lebih baik dibanding kota kabupaten
yang mengelilinginya.
Selanjutnya dijelaskan dalam LKPJ Walikota Madiun tahun
2008, guna menumbuhkembangkan potensi yang dimiliki, kota Madiun
sejak tahun 2001 telah berupaya meningkatkan pembangunan
infrastruktur secara berkesinambungan dan sesuai dengan prioritas
pembangunan daerah. Selain itu, juga dilakukan pengembangan
pembangunan bidang jasa, pendidikan, kesehatan, perhubungan,
industri, pariwisata, serta aparatur pemerintah. Dengan harapan dapat
mendukung kota Madiun sebagai SWP dan dapat menjadi katalisator
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Kondisi ekonomi daerah
Pendapatan Regional Bruto per Kapita kota Madiun setiap tahun
mengalami kenaikan baik diukur Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
dengan rata-rata maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar




produktif tetap terjaga dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan
ekonomi meskipun jumlah penduduk terus bertambah.
Perkembangan sektor ekonomi berdampak langsung terhadap
peningkatan PDRB dan nilai PDRB perkapita pada hakikatnya
menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat. Secara jelas dan
meyakinkan, PDRB perkapita kota Madiun telah mengalami kenaikan
dari tahun ke tahun.
Nilai PDRB atas dasar konstan yang dihitung dengan
menggunakan harga dasar tahun 2000, dalam kurun waktu 2004-2007
mengalami kenaikan rata-rata mencapai 5,79% setiap tahun, yaitu pada
tahun 2004 sebesar Rp 846,22 milyar rupiah menjadi sebesar Rp 995,24
milyar rupiah pada tahun 2007. Perkembangan nilai PDRB yang positif
juga membawa dampak terhadap terhadap pendapatan per-kapita kota
Madiun yang menunjukkan peningkatan per-tahun.
Inflasi di kota Madiun tahun 2004 sebesar 8.92%; tahun 2005
sebesar 12.27%; tahun 2006 sebesar 9.98%, tahun 2007 sebesar 6,55%,
dan tahun 2008 sebesar 9,73%. Inflasi tahun 2005 melonjak tajam
disebabkan oleh kenaikan harga BBM. Pada tahun 2006 inflasi dapat
dikendalikan lagi.
5. Demografi
Berdasarkan data BPS kota Madiun, penduduk kota Madiun




Jumlah ini terus meningkat dengan rata-rata laju pertumbuhan pertahun
sebesar 0,87%. Hal ini disebabkan kesadaran masyarakat untuk ikut
ber-KB.
Data lain dari Dispendukcapil kota Madiun yang mendasarkan
pada pencocokan dan penelitian dengan mencoret data penduduk yang
tidak berdomisili di kota Madiun selama 6 bulan berturut-turut,
menunjukkan bahwa jumlah penduduk kota Madiun tahun 2007
sebanyak 173.447 jiwa dan tahun 2008 berjumlah 187.790 jiwa yang
terdiri dari 91.968 laki-laki dan 95.822 jiwa perempuan.
Pada tahun 2007, rata-rata kepadatan penduduk/km2 di kota
Madiun sebesar 5.651 jiwa/km2, sedangkan kepadatan penduduk
tertinggi terdapat di kecamatan Taman sebesar 6.257 jiwa/km2,
sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di kecamatan
Kartoharjo yaitu sebesar 5.363 jiwa/km2. Beban tanggungan produktif
(usia 15-64 tahun) dengan menggunakan indikator dependency ratio
pada tahun 2007 mencapai 41,91%.
B. ANALISIS KINERJA KEUANGAN
1. ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH
a) Rasio Kemandirian Keuangan Dearah
Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah
terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian




bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi)
semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya.
Untuk melihat dan membandingkan rasio kemandirian
Pemerintah Kota Madiun (Abdul Halim, 2007: 232) dapat dilihat pada
table berikut ini.
Tabel 1
Rasio Kemandirian Pemerintah Kota Madiun
Tahun Anggaran 2004-2008
Rasio Kemandirian 2004 2005 2006 2007 2008
Pendapatan Asli Daerah = 16.609.358.455 20.833.469.928 16.469.277.163 21.453.064.754 26.889.435.226
Bantuan Pusat & Pinjaman 233.200.601.245 240.639.664.700 249.916.749.258 286.299.474.362 321.518.670.444
= 7,12% 8,66% 6,59% 7,49% 8,36%
Rata-rata pertahun = 7,65%
Sumber: APBD Pemerintah Kota Madiun 2004-2008 (data diolah)
Dari tabel 1 , dapat dilihat rata-rata rasio kemandirian
pertahunnya adalah 7,65%. Rasio kemandirian pemerintah kota
Madiun secara umum relatif stabil dari tahun-ketahun. Dari
keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ketergantungan
pemerintah kota Madiun terhadap pemerintah pusat adalah sangat
tinggi.  Ketergantungan paling tinggi pada tahun 2006 dengan
prosentase 6,59%. Untuk mengurangi ketergantungan atas sumber
dana ekstern, pemerintah daerah perlu usaha mengoptimalkan sumber
potensial pendapatan daerah, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah.




Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pemerintah Daerah dihitung
dengan rumus Abdul Halim (2007), sebagaimana tabel 2. Kemampuan
daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio
yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%. Semakin
tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang
semakin baik. (Abdul Halim, 2007)
Dapat dilihat bahwa rasio efektivitas Pemerintah Kota Madiun
untuk tahun anggaran 2004 - 2008 menunjukkan angka kecenderungan
semakin baik, di mana pada tahun 2004 sebesar 85,43% menjadi
140,31% pada tahun 2008. Rata-rata pertahunnya adalah 109,14%.
Sedangkan rata-rata pertumbuhan pertahunnya adalah 15,07%
pertahun. Realisasi PAD yang paling rendah terjadai pada tahun 2004
sebesar 85,43%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2004 terjadi
euforia pemilu legislatif, DPD, dan pemilu presiden, kemudian
dilanjutkan dengan pilkada kota Madiun sehingga berdampak pada
penurunan realisasi PAD. Selanjutnya pada tahun 2006 rasio
efektivitas hanya sebesar 85,78% disebabkan karena dampak kenaikan
bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2005.
Tabel 2
Rasio Efektivitas Dan Efisiensi Pemerintah Kota Madiun
Tahun Anggaran 2004 - 2008
Rasio Efektivitas 2004 2005 2006 2007 2008
Realisasi PAD
=
16.609.358.455 20.833.469.928 16.469.277.163 21.453.064.754 26.889.435.226
Target PAD 19.442.896.000 20.259.362.000 17.015.530.000 19.198.705.000 19.164.166.000








425.199.576 570.837.076 821.816.930 1.733.407.632 2.213.000.519
Realisasi PAD 16.609.358.455 20.833.469.928 16.469.277.163 21.453.064.754 26.889.435.226
= 2,56% 2,74% 4,99% 8,08% 8,23%
Rata-rata pertahun = 5,32%
Sumber: APBD Pemerintah Kota Madiun 2004-2008 (data diolah)
Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan
pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang
dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti
kinerja pemerintah daerah semakin baik (Abdul Halim, 2007).
Untuk rasio efisiensi Pemerintah Kota Madiun tahun anggaran
2004 - 2008 mengalami kecenderungan kurang efisien karena
cenderung naik dari tahun ke tahun, namun masih dalam kategori
efisien karena di bawah 100%. Pada tahun 2004 rasio efisiensinya
sebesar 2,56% dan pada tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar
8,23%, artinya semakin tidak efisien. Sedangkan rata-rata pertahunnya
adalah 5,32%.
c) Rasio Aktivitas
Rasio aktivitas pemerintah daerah dihitung dengan rumus
Abdul Halim (2007) tampak pada tabel 3. Dapat dilihat bahwa rasio
aktivitas dengan cara membandingkan belanja rutin atau belanja tidak
langsung (BTL) terhadap total APBD kota Madiun tahun 2004 – 2008




terhadap total APBD sebesar 50,30% dan pada tahun 2008 naik
menjadi 61,93%. Sedangkan rata-rata pertahunnya adalah 54,88%.
Sedangkan rasio aktivitas untuk belanja pembangunan atau
belanja langsung (BL) pemerintah kota Madiun untuk tahun anggaran
2004 – 2008 mengalami kecenderungan menurun. Rata-rata
pertahunnya adalah 45,12%.
Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja
rutin maupun belanja pembangunan terhadap APBD yang ideal, karena
sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan
besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai
pertumbuhan yang ditargetkan. Dari perhitungan rasio di atas terlihat
bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Kota Madiun
masih diprioritaskan untuk kebutuhan BTL sehingga rasio belanja
langsung terhadap total APBD masih relatif kecil. Namun demikian
menurut kesimpulan penulis, seharusnya rasio belanja rutin (BTL)
terhadap total APBD setiap tahunnya mengalami penurunan, karena
BTL merupakan belanja operasional pemerintah daerah. Selanjutnya
rasio belanja pembangunan (BL) terhadap APBD setiap tahunnya











2004 2005 2006 2007 2008
BTL = 139.836.062.478 145.565.048.796 148.877.741.347 167.087.459.231 218.628.645.320Total APBD 278.020.789.705 244.946.390.294 301.984.223.247 312.532.573.534 353.005.469.945
= 50,30% 59,43% 49,30% 53,46% 61,93%






138.184.727.227 99.381.341.498 153.106.481.900 145.445.114.303 134.376.824.625
Total APBD 278.020.789.705 244.946.390.294 301.984.223.247 312.532.573.534 353.005.469.945
= 49,70% 40,57% 50,70% 46,54% 38,07%
Rata-rata pertahun = 45,12%
Sumber: APBD Pemerintah Kota Madiun 2004-2008 (data diolah)
d) Debt Service Coverage Ratio (DSCR)
Rasio DSCR pemerintah daerah dihitung dengan rumus Abdul
Halim (2007) tampak pada tabel 4. DSCR merupakan perbandingan
antara penjumlahan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagian Daerah
(BD) dari pajak bumi dan bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB), penerimaan Sumber Daya Alam dan bagian
daerah lainnya serta Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi
Belanja Wajib (BW), dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga, dan
biaya pinjaman.




DSCR = (PAD+BD+DAU)-BWTotal (Pokok Angsuran+Bunga+Biaya Pinjaman)
Sesuai dengan ketentuan perundangan yang menyangkut
persyaratan pinjaman daerah, bahwa minimal DSCR adalah 2,5 (Abdul
Halim: 2007). Pemerintah Kota Madiun untuk tahun 2004 - 2008 tidak
mempunyai angsuran pokok, bunga, maupun biaya pinjaman sehingga
DSCR tidak dapat dihitung.
e) Rasio Pertumbuhan
Rasio pertumbuhan (growth ratio) mengukur seberapa besar
kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan
meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke
periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-
masing komponen, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi
mana saja yang perlu mendapat perhatian.
Rasio pertumbuhan Pemerintah Daerah dihitung dengan rumus
Abdul Halim (2007) adalah sebagai berikut:
Rasio Pertumbuhan = RP Xn – Xn – 1RP Xn-1 X  100 %
Di mana:
RP Xn – Xn – 1 = Realisasi tahun yang dihitung dikurangi tahun
sebelumnya






Rasio Pertumbuhan Pemerintah Kota Madiun
Tahun Anggaran 2004-2008
2003 2004 2005 2006 2007 2008
TPD 387.519.005.000 261.173.907.541 273.808.396.095 288.599.617.422 327.188.611.533 372.655.815.331
Pertumbuhan PD -32,60% 4,84% 5,40% 13,37% 13,90%
Rata-rata pertahun (04 - 08) 1,23%
Rata-rata pertahun (05 - 08) 9,38%
PAD 19.471.735.000 16.609.358.455 20.833.469.928 16.469.277.163 21.453.064.754 26.889.435.226
Pertumbuhan PAD -14,70% 25,43% -20,95% 30,26% 25,34%
Rata-rata pertahun (04 - 08) 11,35%
Rata-rata pertahun (05 - 08) 15,02%
Sumber data : APBD Pemerintah Kota Madiun 2004-2008 (data diolah)
Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa pada tahun 2004 -
2008 trend pertumbuhan total pendapatan daerah (TPD) kota Madiun
mengalami kecenderungan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan
TPD pertahun sebesar 1,23%. Apabila mengabaikan tahun 2004, maka
rata-rata pertumbuhan TPD pertahun sebesar 9,38%. Peningkatan
tertinggi terjadi tahun 2008, yaitu 13,90%. Peningkatan ini karena
terdapat peningkatan pada PAD, Dana Perimbangan (DP), Lain-lain
Pendapatan Daerah Yang Sah (LPDS). Sedangkan pada tahun 2004
pertumbuhan pendapatan -14,50%. Penurunan ini lebih banyak
disebabkan karena terjadi penurunan pada unsur PAD karena situasi
pemilu tahun  2004.
Selanjutnya apabila kita melihat trend pertumbuhan PAD tahun




umum menunjukkan trend kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan
pertahun sebesar 11,35%. Apabila mengabaikan tahun 2004, maka
rata-rata pertumbuhan PAD pertahun sebesar 15,02%. Pada tahun 2004
dan 2006 mengalami penurunan yang sangat tajam yaitu sebesar -
32,59% dan -20,95%. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh adanya
penurunan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sehingga
mempengaruhi jumlah PAD di setiap tahunnya. Penjelasan
selengkapnya dibahas pada sub bab Analisis Proporsi Alokasi APBD
untuk Rakyat, Analisis Sisi Pendapatan di bawah. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa kinerja pemerintah kota Madiun tahun 2004 - 2009
dalam hal pertumbuhan pendapatan dan PAD adalah positif atau baik.
C. ANALISIS KEBERPIHAKAN APBD UNTUK RAKYAT
1. ANALISIS PERENCANAAN (KONSISTENSI)
a. Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional
Visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 adalah
INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR
sebagaimana tersebut dalam UU RI Nomor 17 tahun 2007 tentang
RPJPN Nasional 2005 – 2025. Hal tersebut mengarah pada pencapaian
tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk untuk
melindungi segenap bangsa lndonesia dan seluruh tumpah darah




bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia
Tahun 1945.
Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut
ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan nasional sebagai
berikut.
1) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika,
berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
2) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing adalah mengedepankan
pembangunan;
3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
4) Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu;
5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
6) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;
7) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri,
maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
8) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia
internasional.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan
kepeduliannya untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan.
Concern tersebut kemudian dirumuskan dengan new deal dalam




tertuang dalam prinsip triple track strategy: pro-growth, pro-job, dan
pro-poor (www.sby.go.id).
Sejalan dengan visi – misi pembangunan nasional tahun 2005–
2025, Konferensi tingkat tinggi (KTT) Millenium Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) bulan September tahun 2000 yang dihadiri 189
negara anggota (termasuk Indonesia) menyepakati dan mengadopsi
tujuan pembangunan millenium atau Millenium Development Goal’s
(MDG’s)
Tujuan pembangunan milenium tahun 2015 mencakup delapan
komponen besar. Tujuh dari delapan tujuan itu, khusus negara
berkembang, antara lain mengurangi setengah dari total jumlah orang
miskin dan kelaparan, mencukupi kebutuhan pendidikan dasar,
menghapuskan ketidaksetaraan gender, mengurangi 2/3 angka
kematian balita, mengurangi 3/4 rasio kematian ibu akibat melahirkan,
menghentikan penularan HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya, dan
menghentikan perusakan lingkungan dan mendorong pembangunan
berkelanjutan. Tujuan kedelapan ialah mengenai peran negara maju
untuk membantu negara-negara berkembang melaksanakan ketujuh
target MDGs (www.bapenas.go.id, 2009).
Di samping itu, pemerintah Indonesia juga telah menyepakati
International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights
(ICESCR) pada 23 Febreuari 2006 yang selanjutnya menjelma menjadi




Ratifikasi Kovenan  Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.  Artinya,
pemerintah menjamin pemenuhan hak dasar untuk warganya, sehingga
kalau ada kemiskinan berarti pemerintah melanggar hak asasi manusia
yang disepakati dalam covenant tersebut (Cahyo dan Hery, 2008).
Tujuan utama pertama dari disepakatinya MDG’s adalah
pengurangan terhadap tingkat kemiskinan dan kelaparan. Sebagai
komitmen awal terhadap MDG’s, pemerintah Indonesia telah
menyusun dokumen Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan
(SNPK) pada tahun 2004. Dalam dokumen SNPK disebutkan bahwa
upaya penaggulangan kemiskinan dilakukan dengan pendekatan utama
berbasis hak (right based approach), selain juga dengan pendekatan
ekonomi. Pendekatan berbasis hak memberikan penegasan terhadap
kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi hak-hak dasar
masyarakat miskin. Hak-hak dasar masyarakat miskin meliputi hak
atas pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, tanah air
bersih, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dan hak
untuk berpartisipasi.
b. Kebijakan Pembangunan Pemerintah Pemerintah Jawa Timur
Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 adalah: “Pusat agrobisnis
terkemuka, berdaya saing global dan berkelanjutan menuju Jawa





a. mengembangkan perekonomian modern Jawa Timur berbasis agro;
b. mewujudkan SDM yang handal, berakhlak mulia dan berbudaya;
c. mewujudkan kemudahan memperoleh akses untuk meningkatkan
kualitas hidup;
d. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan;
e. mengembangkan Infrastruktur bernilai tambah tinggi;
f. mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik;
Arah kebijakan pembangunan provinsi Jawa Timur Tahun
2005-2025  diarahkan pada masing-masing misi sebagai berikut.
Misi Pertama, mengembangkan perekonomian modern berbasis
agrobisnis diarahkan pada transformasi sistem agrobisnis;
pengembangan sistem informasi agrobisnis; pengembangan
sumberdaya agrobisnis; pembinaan sumberdaya manusia;
pembangunan fasilitas penelitian dan pengembangan pertanian;
penguatan struktur perekonomian; penguatan struktur industri;
optimalisasi perdagangan; pemberdayaan koperasi dan UMKM;
optimalisasi peran lembaga keuangan dan perbankan, percepatan
investasi, serta pengembangan pariwisata.
Misi Kedua, mewujudkan SDM yang handal, berakhlak mulia
dan berbudaya diarahkan pada pembangunan pendidikan;




pembangunan pemuda dan olah raga; pemberdayaan perempuan; serta
pembangunan dan pemantapan jatidiri bangsa.
Misi Ketiga, mewujudkan kemudahan memperoleh akses untuk
meningkatkan kualitas hidup diarahkan pada pembangunan kesehatan;
pembangunan kependudukan; pembangunan ketenagakerjaan;
pembangunan kesejahteraan sosial, serta penanggulangan kemiskinan.
Misi Keempat, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya
alam dan buatan diarahkan pada pengembangan keanekaragaman
pemanfaatan sumber daya alam dan buatan; pengembangan energi;
pendayagunaan sumber daya alam,pendayagunaan sumber daya alam
tak-terbarukan; pengembangan potensi sumber daya kelautan; serta
penanganan kebencanaan.
Misi Kelima, mengembangkan infrastruktur bernilai tambah
tinggi diarahkan pada pembangunan transportasi; pengelolan sumber
daya air; perumahan dan permukiman; pengembangan wilayah; serta
penyelenggaraan penataan ruang.
Misi Keenam, mengembangkan tata kelola pemerintahan yang
baik diarahkan pada pembangunan hukum; penyelenggaraan
pemerintahan; pembangunan politik; pembangunan komunikasi dan
informasi; pembangunan keamanan dan ketertiban ; serta
pembangunan keuangan daerah.
Secara umum kebijakan pembangunan propinsi Jawa Timur




kesalehan sosial dalam beragama, (2) peningkatan aksesibilitas
terhadap kualitas pendidikan dan kesehatan, (3) penanggulangan
kemiskinan, pengangguran, perbaikan iklim ketenagakerjaan dan
memacu kewirausahaan, (4) percepatan pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas dan pembangunan infrastruktur, (5) optimalisasi
pengendalian sumber daya alam, pelestarian lingkungan hidup dan
penataan ruang, (6) peningkatan ketentraman dan ketertiban, supremasi
hukum dan HAM, (7) Revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi
daerah melalui reformasi birokrasi pada peningkatan pelayanan publik.
c. Kebijakan Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Madiun
1) Visi dan Misi
a) Visi
Visi  kota  Madiun sebagaimana yang tercantum dalam
Rencana Stratejik (Renstra) Kota Madiun Tahun 2004 - 2009
ialah “Terwujudnya Kota Madiun sebagai Sentra Perdagangan,
Jasa dan Pendidikan Menuju Masyarakat Berdaya dan
Sejahtera dalam Suasana Tertib dan Aman”.
b) Misi
Visi tersebut hendak direalisasikan melalui misi: “Menciptakan
peningkatan kualitas SDM yang berorientasi pada pelayanan




mengutamakan peningkatan pembangunan partisipatif dan
kerjasama pengelolaan pembangunan”.
Penjabaran misi tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel 5















5 Peningkatan kualitas SDM
Sumber: Renstra Kota Madiun 2004 - 2009
c) Prioritas Pembangunan Daerah, Arah Kebijakan Umum
Belanja Daerah, serta Isu Ekonomi dan Sosisal Masyarakat
Berdasarkan pada konsistensi terhadap tujuan yang
telah tertuang dalam Renstra kota Madiun tahun 2004 - 2009,
maka mulai pada tahun 2006 ditetapkan prioritas-prioritas
daerah yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan dan
kemampuan daerah sebagai pelaksanaan Renstra. Prioritas-
prioritas daerah kota Madiun pada tahun 2006 - 2008
mempunyai substansi yang variatif terdiri dari:
Tabel 6
Prioritas dan Klasifikasi Fungsi Pembanguan Kota Madiun
Tahun 2006 - 2008














 Fungsi perlindungan sosial
 Fungsi pemerintahan umum
3 Revitalisasi infrastruktur
wilayah
 Fungsi perumahan dan pemukiman
 Fungsi lingkungan hidup
 Fungsi pemerintahan umum
Pendukung klasifikasi fungsi dan prioritas
adalah:
 Fungsi ketertiban dan keamanan
Sumber: Bapeda Kota Madiun, 2009
Arah kebijakan umum belanja daerah kota Madiun
tahun 2004 - 2008 (Bapeda Kota Madiun, 2009) yang
ditetapkan adalah sebagai berikut.
1. Mewujudkan pelayanan publik.
2. Mewujudkan fungsi-fungsi infrastruktur perdagangan.
3. Mewujudkan kualitas pendidikan.
4. Mewujudkan kelembagaan dan aparatur yang baik.
5. Mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
masyarakat.
Sedangkan isu-isu mendesak di kota Madiun di bidang
ekonomi dan sosial berdasarkan diskusi dengan Suko Waluyo
(Staf Bapeda Kota Madiun) dan pemerhati anggaran Assistriadi
(LSM Revolvere) tahun 2009 adalah:
1. Penanganan ketenagakerjaan dan kemiskinan.




3. Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Miskin. Hal ini untuk
mendukung pencanangan Indonesia Sehat tahun 2010 oleh
Pemerintah Pusat.
4. Peningkatan PAD.
5. Peningkatan peran SKPD melaui peningkatan SDM,
peningkatan koordinasi, pengelolaan anggaran yang lebih
luas, perencanaan dan lain-lain, untuk mewujudkan
efektivitas peranan SKPD.
6. Pelayanan publik yang prima dengan menyesuaikan pada
regulasi terbaru.
Adapun penjabaran Renstra pemerintah kota Madiun
tahun 2004 - 2009 yang memfokuskan pada permasalahan
penelitian, yaitu: urusan Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial






Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, serta Pusat Pertanggungjawan Pemerintah Kota Madiun Sesuai Renstra
Tahun 2004 s.d. 2008 Urusan Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial (Pengentasan Kemiskanan)












1) % kenaikan rata-rata UN dibandingkan tahun lalu
untuk SD, SLTP dan SLTA atau sederajat.
2) % kenaikan siswa SLTA yang diterima PTN.
3) % kenaikan siswa SMK yang lulus dan diterima
pekerjaan
4) % penurunan angka putus sekolah untuk SD, SLTP
dan SLTA atau sederajat.
5) % peningkatan rata-rata pendidikan
Dinas Pendidikan
b. Pemerataan pendidikan dan
kesempatan belajar di
seluruh jenjang pendidikan
1) % kenaikan APK  dibandingkan tahun lalu untuk SD,
SLTP dan SLTA atau sederajat.
2) % kenaikan APM dibandingkan tahun lalu untuk SD,
SLTP dan SLTA atau sederajat.





1) Terselenggaranya pekan budaya daerah
2) Terpeliharanya cagar budaya
Dinas Pendidikan
d. Meningkatnya pembinaan
generasi muda dan prestasi
olahraga
1) Jumlah prestasi olahraga yang diraih
2) % kenaikan jumlah organisasi kepemudaan yang
dibina
Dinas Pendidikan
e. Meningkatnya minat baca
masyarakat
















1) Angka kesakitan malaria per 1.000 penduduk
2) Angka kesembuhan penderita TB paru BTA+
3) Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk
4) Acud Flacid Paralysis (AFP)/ lumpuh layu.folio < 15 tahun
5) % balita gizi buruk




1) Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup




dari bahaya Narkoba dan
HIV/AID
1) Penurunan kasus HIV/AID











1) % penurunan jumlah penyandang masalah kesejahteraan
sosial (PMKS)
2) % peningkatan kualifikasi desa mantab II ke mantab III
3) % penurunan rumah tangga miskin








1) Menurunnya angka pengangguran
2) % angkatan kerja yang tertampung dalam dunia kerja
3) % kenaikan jumlah perusahaan yang melaksanakan upah
minimum regional
4) % angka perselisihan antara TK dengan perusahaan




d) Strategi  dan Kebijakan Daerah dalam Pengentasan
Kemiskinan
Khusus mengenai pengentasan kemiskinan, kebijakan
utama pengentasan kemiskinan didasarkan pada Peraturan
Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Rencana
Induk Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengatasi
Kemiskinan  Tahun 2003 – 2012 adalah:
(1) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi
kemiskinan;
(2) Menumbuhkan & mengembangkan perilaku ekonomi
produktif, khususnya wanita dari kalangan keluarga miskin;
(3) Mengembangkan kelembagaan & infrastruktur;
(4) Mengembangkan & meningkatkan usaha ekonomi keluarga
miskin;
(5) Menanggulangi dampak krisis ekonomi mendesak;
(6) Mengurangi resiko & peluang bertambahnya keluarga
miskin;
(7) Meningkatkan perlindungan hak keluarga miskin dalam
memperoleh akses fasilitas pelayanan pemerintah.
Selanjutnya dijelaskan bahwa sasaran akhirnya adalah
meningkatnya kesejahteraan keluarga miskin yang disertai




berusaha dan pemanfaatan potensi sumber daya alam serta
kepedulian pelestarian lingkungan.
Adapun indikator capaian sasarannya adalah:
(1) Dalam waktu 5 tahun diproyeksikan mampu mengentaskan
keluarga miskin lebih dari 40%;
(2) Dalam waktu 10 tahun diproyeksikan mampu
mengentaskan keluarga miskin lebih dari 80%.
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003
tentang Rencana Pengentasan Kemiskinan Kota Madiun tahun
2004 - 2008, kondisi awal data dasar jumlah penduduk miskin
pada tahun 2001 sebanyak 8.970 KK atau 31.395 jiwa
(19,97%). Pencapaian pengentasan keluarga miskin dari data
awal 8.970 KK sampai dengan tahun ke-6 diharapkan sebesar
33%. Target program pengentasan kemiskinan kota Madiun
ditinjau dari jumlah penduduk miskin sebagaimana tabel 8.
Tabel 8
Penduduk Miskin Kota Madiun




2001/2002 8.970 31.395 19,97
2003 4.885 17.100 8,87
2004 4.228 14.800 7,59
2005 6.265 21.926 12,75
2006 6.318 20.861 10,50




Dari sisi perencanaan, menurut kesimpulan peneliti,
secara umum pemkot Madiun dalam menyusun visi-misi,
prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan umum belanja
daerah dan program kerja sudah mendasarkan pada RPJP dan
RPJM baik nasional, Jawa Timur, maupun kota Madiun serta
target MDG’s. Namun demikian, terdapat ketidakkonsistenan
dalam perumusan misi, prioritas pembangunan daerah, arah
kebijakan umum belanja daerah dan program kerja. Menurut
Suko Waluyo (Staf Bapeda kota Madiun, 2009) hal ini
mungkin karena pengetahuan dan permasalahan yang terus
berkembang di daerah sehingga menuntut penyesuaian dalam
perencanaan dan penganggaran daerah. Maka sejak tahun 2006
ditetapkan prioritas-prioritas daerah yang disesuaikan dengan
kondisi, kebutuhan dan kemampuan daerah sebagai
pelaksanaan Renstra. Sebagai contoh di dalam arah kebijakan
umum belanja daerah belum secara tegas disebutkan tentang
prioritas pengentasan kemiskinan dan peningkatan aksesibilitas
kesehatan masyarakat. Di samping itu, indikator-indikator
kinerja pemerintah daerah juga kurang nampak secara jelas





2) Pelaksanaan Program Tahun 2004 - 2008
Program dan kegiatan yang dilaksanakan di Pemerintah
kota Madiun dalam kurun waktu 2004 - 2008 terkait dengan bidang
kewenangannya sesuai Rentra terdapat pada tabel 9. Namun sangat
disayangkan, penulis hanya bisa mendapatkan data program dan





Program dan Kegiatan Yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Madiun Sesuai Renstra Tahun 2004 - 2008
Urusan Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial (Pengentasan Kemiskanan)
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2. ANALISIS APBD UNTUK RAKYAT
a. Analisis Anggaran Per-Urusan Pemerintahan
Untuk mengukur sinkroniasi visi-misi daerah dan prioritas
pembangunan daerah, maka perlu dilihat alokasi anggaran daerah per
urusan. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam
mencapai visi-misinya dan prioritas pembangunan daerah.
Selanjutnya dalam rangka untuk mendukung visi dan misi
pemerintah kota Madiun membagi 15 (tigabelas) urusan pemerintahan,
yang dibagi menjadi 13 urusan wajib dan 2 urusan pilihan
sebagaimana tabel 11 dan 12, serta grafik 2 di bawah.
Perbandingan proporsi alokasi urusan wajib dan pilihan
pemerintahan  kota Madiun tahun 2004 - 2009 adalah sebesar 97,07% :
2,93%. Sedangkan urutan proporsi alokasinya secara berurutan tahun
2004 - 2009 sebagai berikut:
1) Pelayanan Dasar (pendidikan dan kesehatan) sebesar 44,16%.
2) Administrasi dan Pemerintahan Umum (perencanaan pembangunan
dan pemerintahan umum) sebesar 29,86%
3) Fasilitas Umum (pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan
informatika) sebesar 15,36%.
4) Sosial & Keamanan (lingkungan hidup, kependudukan dan catatan





5) Ekonomi (Koperasi dan UKM, Pertanian, Perdagangan) sebesar
3,17%
Grafik 1
Proporsi Alokasi Urusan Pemerintahan Kota Madiun
Tahun 2004 - 2008
Sumber: Kantor Keuangan  Kota Madiun (data diolah)
Pelayanan dasar (kesehatan dan pendidikan) sebesar 44,16%
masih sangat dominan dapat dipahami karena kebutuhan masyarakat
dan keinginan pemerintah kota Madiun ingin memberikan akses
pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Khusus alokasi
pendidikan sebesar 37,83% sudah cukup  jauh melampaui syarat
minimal alokasi anggaran 20% yang disyaratkan UU Nomor 20 Tahun




Selanjutnya, secara terperinci gambaran pengelolaan belanja
daerah disampaikan berdasarkan prioritas pembangunan daerah sesuai
bidang kewenangan adalah sebagai berikut.
Tabel 10
Proporsi Alokasi Urusan Pemerintahan Kota Madiun
Tahun 2004 - 2008
No. Keterangan Rata-rata % Alokasi
1 Pelayanan dasar: 44,16%
-Pendidikan 37,83%
-Kesehatan 6,32%
2 Administrasi & Pemerintahan Umum 29,86%
-Perencanaan Pembangunan 0,98%
-Pemerintahan Umum 28,88%
3 Fasilitas Umum: 15,36%
-Pekerjaan Umum 13,28%
-Perhubungan 1,50%
-Komunikasi & Informatika 0,57%
4 Sosial & Keamanan 7,45%
-Lingkungan Hidup 3,04%
-Kependudukan dan Catatan Sipil 1,60%
-Sosial 0,98%
-Kesbangpol Dalam Negeri 1,30%
-Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,53%
5 Ekonomi 3,17%




Rata-rata Perbandingan Urusan Wajib dg  Pilihan
URUSAN WAJIB 97,07%
URUSAN PILIHAN 2,93%





Perbandingan Belanja Antar Urusan Wajib & Pilihan Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2004 – 2008
Kode Urusan Wajib (UW) 2004 2005 2006 2007 2008
Realisasi % Realisasi % Realisasi % Realisasi % Realisasi %
101 Pendididkan 85.987.358.134 31,71% 91.027.813.000 37,90% 104.435.009.029 35,84% 117.787.433.931 39,01% 161.826.644.727 47,39%
102 Kesehatan 19.566.230.205 7,22% 11.299.411.019 4,70% 18.191.841.995 6,24% 12.521.202.553 4,15% 27.408.499.329 8,03%
103 Pekerjaan Umum 56.084.498.492 20,68% 33.743.607.175 14,05% 67.519.543.571 23,17% 16.123.841.915 5,34% 29.161.189.139 8,54%
106 Perencanaan Pembangunan 4.629.281.520 1,71% 3.259.350.957 1,36% 2.368.274.794 0,81% 3.005.871.567 1,00% 3.205.137.500 0,94%
107 Perhubungan 6.455.654.005 2,38% 3.059.332.929 1,27% 3.623.312.616 1,24% 4.327.497.562 1,43% 5.127.526.937 1,50%
108 Lingkungan Hidup 7.186.756.436 2,65% 6.379.767.329 2,66% 9.497.283.548 3,26% 10.155.127.549 3,36% 11.610.521.943 3,40%
110
Kependudukan dan Catatan
Sipil 3.570.678.900 1,32% 3.310.986.265 1,38% 3.260.526.832 1,12% 12.420.564.771 4,11% 4.672.017.145 1,37%
113 Sosial 3.260.494.009 1,20% 3.347.382.632 1,39% 3.011.673.493 1,03% 2.815.757.877 0,93% 2.595.236.749 0,76%
115 Koperasi & UKM 1.095.670.306 0,40% 1.173.250.859 0,49% 890.859.786 0,31% 1.008.474.853 0,33% 1.025.289.725 0,30%
119 Kesbangpol Dalam Negeri 3.567.431.021 1,32% 3.299.292.467 1,37% 4.499.649.093 1,54% 3.939.668.721 1,30% 4.741.913.779 1,39%
120 Pemerintahan Umum 75.359.704.751 27,79% 77.366.593.323 32,21% 70.862.772.818 24,32% 114.457.785.487 37,91% 86.568.408.181 25,35%
122 Pemberdayaaan Masy. Desa 1.499.634.633 0,55% 1.450.278.430 0,60% 1.493.820.472 0,51% 1.511.250.736 0,50% 1.517.074.248 0,44%
125 Komunikasi dan Informatika 2.894.840.477 1,07% 1.490.739.415 0,62% 1.750.109.373 0,60% 1.857.496.796 0,62% 2.044.561.487 0,60%
Total Belanja Daerah-UW 271.158.232.889 100,00% 240.207.805.800 100,00% 291.404.677.420 100,00% 301.931.974.318 100,00% 341.504.020.889 100,00%
Kode Urusan Pilihan (UP) 2004 2005 2006 2007 2008
Realisasi % Realisasi % Realisasi % Realisasi % Realisasi %
201 Pertanian 1.577.220.016 22,98% 1.180.006.566 24,90% 3.215.522.680 30,39% 4.920.816.734 46,42% 5.079.182.293 44,16%
206 Perdagangan 5.285.336.800 77,02% 3.558.577.928 75,10% 7.364.023.147 69,61% 5.679.782.482 53,58% 6.422.266.763 55,84%
Total Belanja Daerah-UP 6.862.556.816 100,00% 4.738.584.494 100,00% 10.579.545.827 100,00% 10.600.599.216 100,00% 11.501.449.056 100,00%
Total Belanja Daerah 278.020.789.705 244.946.390.294 301.984.223.247 312.532.573.534 353.005.469.945




b. Analisis Proporsi Alokasi APBD untuk rakyat
Proporsi alokasi APBD untuk rakyat dihitung dengan cara
membedakan alokasi APBD untuk belanja langsung (program
pembangunan) dan tidak langsung (aparatur atau operasional).
Selanjutnya dalam belanja langsung akan dihitung lagi seberapa besar
alokasi untuk biaya program pembangunan (APBD untuk rakyat)
setelah terlebih dahulu  mengeluarkan biaya honorarium aparatur.
1) Analisis Sisi Pendapatan
Berdasarkan data dan informasi dari Bapeda Kota Madiun
(2009), kebijakan pengelolaan pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan otonomi daerah kota Madiun, yaitu intensifikasi dan
ekstensifikasi pendapatan daerah. Usaha intensifikasi yang
dilakukan yaitu melakukan pendataan ulang terhadap
obyek/subyek pajak atau retribusi potensial dan mengadakan
sosialisasi kepada masyarakat tenatang pajak dan retribusi daerah.
Sedangkan usaha intensifikasi yang dilakukan, yaitu dengan
membuat Perda tentang pajak/retribusi baru, antara lain: Retribusi
Pelayanan Kesehatan (Perda Nomor 29 tahun 2004) dan Retribusi
Ijin Usaha Rumah Kos/Pemondokan (Perda Nomor 4 tahun 2007).
Penerimaan daerah kota Madiun secara keseluruhan
menunjukkan trend kenaikan dan melampui target mulai tahun




kenaikan 9,38% setiap tahun. Perkembangan kinerja penerimaan
daerah sebagaimana grafik 2.
Grafik 2
Perkembangan Target (T) dan Realisasi (R) Pendapatan Daerah
Kota Madiun Tahun 2004 – 2008 (dalam milyaran)
Sumber: Kantor Keuangan Kota Madiun, 2009 (data diolah)
Selanjutnya, secara umum apabila kita lihat dari trend
nominal pendapatan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
Perimbangan (DP), Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
(LPDS) kota Madiun tahun 2004 - 2008 menunjukkan trend
kenaikan sebagaimana grafik 3 di bawah ini. Namun pendapatan
daerah dan PAD menunjukkan trend kenaikan kenaikan yang
cukup signifikan dalam tahun 2006 - 2008. Sedangkan DP dan
LPDS menunjukkan tren kenaikan tipis.
Berdasarkan diskusi dengan Ismail (LSM Fitra, 2010),
bahwa kecenderungan daerah dalam hal memenuhi target
pendapatan daerah adalah membuat target unsur-unsur pendapatan




pemenuhan target pendapatan daerah tersebut kurang bisa
menunjukkan baiknya kinerja.
Grafik 3
Trend Nominal Pendapatan Daerah, PAD, DP, LPDS Kota
Madiun Tahun 2004 - 2008 (dalam milyaran)
Sumber: Kantor Keuangan Kota Madiun, 2009 (data diolah)
Trend pertumbuhan pendapatan daerah kota Madiun tahun
2004 – 2008 mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan
pertahun sebesar 9,38%. Peningkatan tertinggi terjadi tahun 2008,
yaitu 13,90%. Lihat grafik 4 dan tabel 13.
Selanjutnya apabila kita melihat trend pertumbuhan PAD
tahun 2004-2008 kota Madiun (lihat grafik 4 dan tabel 13), maka
dapat disimpulkan bahwa secara umum mengalami pertumbuhan
dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 15,02%. Pada




-20,95%. Hal ini sebabkan karena dampak kenaikan BBM pada
tahun 2005.
Grafik 4
Trend Pertumbuhan Pendapatan dan Pendapatan Asli Daerah
Kota Madiun Tahun 2004 – 2008
Sumber: Kantor Keuangan  Kota Madiun, 2009 (data diolah)
Apabila kita menilai rasio kemandirian keuangan daerah
(KKD) dengan cara membandingkan PAD dengan dana
perimbangan (DP) + lain-lain pendapatan daerah yang sah (LPDS),
(Ismail Fitra, 2008), maka dapat disimpulkan bahwa KKD kota
Madiun rata-rata hanya 6,64% dan mengalami kecenderungan yang




Sedangkan Derajat Desentralisasi Fiskal kota Madiun,
dengan cara membandingkan PAD dengan Total Pendapatan
Daerah  (TPD) (Reksohadiprojo (2000: 201) menunjukkan angka
yang relatif kecil juga, yaitu rata-rata hanya 6,5% dan mengalami
kecenderungan yang stabil.
Grafik 5
Trend Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) dan
Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) Kota Madiun
Tahun 2004 - 2008
Sumber: Kantor Keuangan  Kota Madiun, 2009 (data diolah)
Sesuai dengan hasil Penelitian Tim Fisipol UGM tahun 2000
yang menyatakan bahwa besaran PAD antara 0% - 10% masuk
kategori sangat kurang. Oleh karena itu, KKD kota Madiun yang
rata-rata hanya 6,64% dan DDF kota Madiun yang rata-rata hanya
6,5% termasuk kategori sangat kurang.
Sedangkan kemampuan PAD hanya mampu menutup




menunjukkan kenaikan tipis. Artinya, peningkatan PAD kota
Madiun dari tahun 2004 - 2008 tidak berarti positif, karena hanya
mampu menutup belanja daerah hanya 6,88%. Lihat   grafik 5 dan
tabel 14.
Grafik 6





Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2004-2008
REK URAIAN 2004 R % 2005 R % 2006 R % 2007 R % 2008 R %
4 PENDAPATAN DAERAH 261.173.907.541 100,00 273.808.396.095 100,00 288.599.617.422 100,00 327.188.611.533 100,00 372.655.815.331 100,00
41 Pendapatan Asli Daerah 16.609.358.455 6,36 20.833.469.928 7,61 16.469.277.163 5,71 21.453.064.754 6,56 26.889.435.226 7,22
411 Hasil Pajak Daerah 1) 5.580.933.476 33,60 5.981.331.637 28,71 6.367.531.950 38,66 7.864.616.849 36,66 8.597.497.647 31,97
412 Hasil Retribusi Daerah 1) 5.002.981.196 30,12 6.107.718.839 29,32 6.834.365.420 41,50 9.551.652.184 44,52 11.501.458.507 42,77
413
Hasil Pengolahan Kekay.
Daerah yg Dipisahkan 683.122.341 4,11 1.163.428.048 5,58 1.217.924.745 7,40 215.267.840 1,00 2.145.892.657 7,98
414
Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Syah 5.342.321.442 32,16 7.580.991.404 36,39 2.049.455.048 12,44 3.821.527.881 17,81 4.644.586.415 17,27
42 Dana Perimbangan 233.200.601.245 89,29 240.639.664.700 87,89 249.916.749.258 86,60 286.299.474.362 87,50 321.518.670.444 86,28
421
Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil
Bukan Pajak 17.762.838.511 7,62 26.479.664.700 11,00 20.195.749.258 8,08 27.338.337.362 9,55 32.252.379.444 10,03
422 Dana Alokasi Umum 215.437.762.734 92,38 207.320.000.000 86,15 214.486.000.000 85,82 240.348.137.000 83,95 266.187.291.000 82,79
423 Dana Alokasi Khusus 0 0,00 6.840.000.000 2,84 15.235.000.000 6,10 18.613.000.000 6,50 23.079.000.000 7,18
43
Lain-Lain Pendapatan Daerah
yang Sah 11.363.947.841 4,35 12.335.261.467 4,51 22.213.591.001 7,70 19.436.072.417 5,94 24.247.709.661 6,51
431 Pendapatan Hibah 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 78.500.000 0,32
432 Dana Darurat 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
433
Dana Bagi Hasil Pjk dr Prov.
dan Pemda Lainnya 11.214.259.154 98,68 11.070.915.824 89,75 19.079.022.591 85,89 19.431.694.417 99,98 20.898.207.063 86,19
434
Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.201.789.598 13,20
435
Bantuan Keuangan dari
Provinsi atau 149.688.687 1,32 1.628.130 0,01 0 0,00 4.378.000 0,02 69.213.000 0,29





Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2004 - 2008
REK URAIAN 2004 R 2005 R % 2006 R % 2007 R % 2008 R %
4 PENDAPATAN DAERAH 261.173.907.541 273.808.396.095 4,84% 288.599.617.422 5,40% 327.188.611.533 13,37% 372.655.815.331 13,90%
41 Pendapatan Asli Daerah 16.609.358.455 20.833.469.928 25,43% 16.469.277.163 -20,95% 21.453.064.754 30,26% 26.889.435.226 25,34%
411 Hasil Pajak Daerah 1) 5.580.933.476 5.981.331.637 7,17% 6.367.531.950 6,46% 7.864.616.849 23,51% 8.597.497.647 9,32%
412 Hasil Retribusi Daerah 1) 5.002.981.196 6.107.718.839 22,08% 6.834.365.420 11,90% 9.551.652.184 39,76% 11.501.458.507 20,41%
413
Hasil Pengolahan Kekay.





Daerah yang Syah 5.342.321.442 7.580.991.404 41,90% 2.049.455.048 -72,97% 3.821.527.881 86,47% 4.644.586.415 21,54%
42 Dana Perimbangan 233.200.601.245 240.639.664.700 3,19% 249.916.749.258 3,86% 286.299.474.362 14,56% 321.518.670.444 12,30%
421
Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil
Bukan Pajak 17.762.838.511 26.479.664.700 49,07% 20.195.749.258 -23,73% 27.338.337.362 35,37% 32.252.379.444 17,97%
422 Dana Alokasi Umum 215.437.762.734 207.320.000.000 -3,77% 214.486.000.000 3,46% 240.348.137.000 12,06% 266.187.291.000 10,75%
423 Dana Alokasi Khusus 0 6.840.000.000 0,00% 15.235.000.000 0,00% 18.613.000.000 0,00% 23.079.000.000 0,00%
43
Lain-Lain Pendapatan Daerah
yang Sah 11.363.947.841 12.335.261.467 8,55% 22.213.591.001 80,08% 19.436.072.417
-
12,50% 24.247.709.661 24,76%
431 Pendapatan Hibah 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 78.500.000 0,00%
432 Dana Darurat 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
433
Dana Bagi Hasil Pjk dr Prov.
dan Pemda Lainnya 11.214.259.154 11.070.915.824 -1,28% 19.079.022.591 72,33% 19.431.694.417 1,85% 20.898.207.063 7,55%
434
Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3.201.789.598 0,00%
435
Bantuan Keuangan dari
Provinsi atau 149.688.687 1.628.130 -98,91% 0 -100,00% 4.378.000 0,00% 69.213.000 1480,93%





Kemampuan Keuangan Daerah Kota Madiun Tahun 2004-2008
REK URAIAN 2004 R % 2005 R % 2006 R % 2007 R % 2008 R %
4
PENDAPATAN
DAERAH 261.173.907.541 100 273.808.396.095 100 288.599.617.422 100 327.188.611.533 100 372.655.815.331 100
41
Pendapatan Asli
Daerah 16.609.358.455 6,36 20.833.469.928 7,61 16.469.277.163 5,71 21.453.064.754 6,56 26.889.435.226 7,22
42 Dana Perimbangan 233.200.601.245 89,29 240.639.664.700 87,89 249.916.749.258 86,6 286.299.474.362 87,5 321.518.670.444 86,28
43
Lain-Lain Pendapatan
Daerah yang Sah 11.363.947.841 4,35 12.335.261.467 4,51 22.213.591.001 7,7 19.436.072.417 5,94 24.247.709.661 6,51
DDF (Rek.41:4) 6,36% 7,61% 5,71% 6,56% 7,22%
KKD (Rek 41: (42+43)) 6,79% 8,24% 6,05% 7,02% 7,78%




Untuk mengetahui gambaran sumber PAD sebagaimana tabel 15
dapat disimpulkan sebagai berikut:
1) Sumber pendapatan yang berasal dari masyarakat langsung dari unsur
obyek pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2005 - 2008 sebesar
masing-masing rata-ratanya 33% dan 43% dari total PAD. Keduanya
menunjukkan tren sedikit kenaikan pendapatannya dari tahun ke tahun.
2) PAD tahun 2005 - 2008 kota Madiun, komponen retribusi daerah
dengan rincian obyek retribusi daerah yang terbesar dihasilkan dari
retribusi pelayanan kesehatan rata-rata sebesar 29,79% dari total
retribusi daerah dan retribusi pelayanan pasar rata-rata sebesar 16,93%
dari total retribusi daerah. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa
penyumbang terbesar retribusi daerah berasal dari masyarakat
menengah ke bawah. Sudah selazimnya apabila alokasiannyapun
diprioritaskan untuk masyarakat menengah ke bawah. Untuk alokasi
belanja APBD kota Madiun tahun 2004 – 2008, pelayanan dasar
sebesar 44,16% yang terdiri dari alokasi bidang kesehatan sebesar
37,83% dan pendidikan sebesar 6,32%. Hal ini dapat dipahami karena
kebutuhan masyarakat dan keinginan pemerintah kota Madiun ingin
memberikan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih
baik. Pembahasan lebih lanjut terdapat pada sub-bab Analisis




Tabel 15 Rincian hasil retribusi daerah kota madiun tahun 2005-2008
KODE URAIAN 2005 R % 2006 R % 2007 R % 2008 R %
4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 1) 6.107.718.839 100,00 6.834.365.420 100,00 9.551.652.184 100,00 11.501.458.507 100,00
4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 3.880.647.739 63,54 4.167.064.704 60,97 6.508.532.982 68,14 7.284.588.974 63,34
4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 607.801.310 15,66 1.415.193.383 33,96 3.573.590.147 54,91 4.436.829.089 60,91
4.1.2.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan 137.125.245 3,53 150.257.500 3,61 319.950.238 4,92 155.270.000 2,13
4.1.2.01.03 Retribusi Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil 429.818.000 11,08 347.445.500 8,34 0 0,00 417.600.500 5,73
4.1.2.01.05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 377.000.000 9,71 468.000.000 11,23 437.006.000 6,71 470.400.000 6,46
4.1.2.01.06 Retribusi Pelayanan Pasar 1.515.398.363 39,05 1.564.060.321 37,53 1.652.637.597 25,39 1.580.568.385 21,70
4.1.2.01.07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 213.102.700 5,49 219.035.000 5,26 219.762.000 3,38 223.921.000 3,07
4.1.2.01.08 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 867.000 0,02 0 0,00 81.141.000 1,25 0 0,00
4.1.2.01.10 Retribusi Pelayanan Pendidikan 0 0,00 0 0,00 224.446.000 3,45 0 0,00
4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha 1.540.706.300 25,23 1.856.855.012 27,17 2.613.764.942 27,36 3.355.750.533 29,18
4.1.2.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 0 0,00 557.951.212 30,05 1.430.739.892 54,74 1.597.551.590 47,61
4.1.2.02.02 Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan 82.000.000 5,32 7.000.000 0,38 0 0,00 0 0,00
4.1.2.02.04 Retribusi Terminal 1.166.597.300 75,72 1.070.587.800 57,66 1.068.747.050 40,89 1.058.065.300 31,53
4.1.2.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 63.980.000 4,15 87.544.000 4,71 114.278.000 4,37 136.623.500 4,07
4.1.2.02.08 Retribusi Rumah Potong Hewan 96.874.000 6,29 73.997.000 3,99 0 0,00 124.824 0,00
4.1.2.02.10 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga 131.255.000 8,52 59.775.000 3,22 0 0,00 484.055.319 14,42
4.1.2.02.14 Dst???.. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 79.330.000 2,36
4.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu 686.364.800 100,00 570.136.040 100,00 429.354.260 100,00 861.119.000 100,00
4.1.2.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 449.442.300 65,48 287.080.040 50,35 361.776.260 84,26 503.054.000 58,42
4.1.2.03.02 Retribusi Izin Tempat Penj. Minuman Beralkohol 0 0,00 0 0,00 30.485.000 7,10 0 0,00
4.1.2.03.03 Retribusi Izin Gangguan/ Keramaian 154.543.500 22,52 215.736.000 37,84 0 0,00 256.021.000 29,73
4.1.2.03.04 Retribusi Izin Trayek 7.214.000 1,05 6.770.000 1,19 0 0,00 7.404.000 0,86
4.1.2.03.05 Retribusi Izin Usaha Perikanan 0 0,00 0 0,00 6.923.000 1,61 0 0,00
4.1.2.03.06 Dst????.. 0 0,00 0 0,00 20.300.000 4,73 10.670.000 1,24




2) Analisis Sisi Belanja
Belanja Tidak Langsung (BTL) pada APBD kota Madiun
tahun 2004 – 2008 menunjukkan tren kenaikan dari tahun ke tahun,
di mana alokasi BTL rata-rata sebesar 56% dan Belanja Langsung
(BL) sebesar 44%. Artinya belanja untuk urusan kepegawaian dan
operasional lebih besar daripada belanja untuk publik dengan trend
naik pula. Secara normatif seharusnya belanja publik lebih besar
daripada belanja operasional, minimal terjadi trend kenaikan dari
tahun ke tahun. Secara jelas dapat dilihat dari grafik 7 dan 8 serta
tabel 16 berikut ini.
Grafik 7
Perbandingan Nominal Belanja Daerah, Belanja Tidak Langsung (BTL)
dan Belanja Langsung (BL) Kota Madiun Tahun 2004 – 2008





Trend Perbandingan Prosentase Belanja Tidak Langsung (BTL) dan
Belanja Langsung (BL) APBD Kota Madiun Tahun 2004 – 2008
Sumber: Kantor Keuangan Kota Madiun, 2009 (data diolah)
Selanjutnya, dalam Belanja Langsung terdiri dari tiga
komponen, yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan
Belanja Modal. Hal ini dapat diartikan bahwa belanja untuk publik
akan semakin berkurang karena harus menanggung belanja
pegawai lagi. Lihat grafik 9 dan tabel 16.
Belanja langsung (BL) APBD dimaksudkan untuk
mewadahi alokasi belanja program pembangunan (rakyat). Namun
demikian, di dalam BL masih terdapat alokasi belanja pegawai.
Oleh karena itu, penulis akan menganalisis perbandingan BL
dengan terlebih dahulu mengeluarkan belanja pegawai dengan
Total Belanja untuk lebih mendekatkan analisis belanja yang




Pada grafik 9 dan tabel 16 di bawah dapat diartikan bahwa
trend perbandingan prosentase BL dengan Total Belanja Daerah
sekaligus prosentase BL Bersih (BL – Belanja Pegawai) dengan
Total Belanja Daerah kota Madiun 2004 – 2008 mengalami
penurunan dari tahun ke tahun. Penurunan paling tajam terjadi
pada tahun 2007, selanjutnya sedikit naik pada tahun 2008. Hal ini
dapat dartikan bahwa proporsi alokasi belanja APBD untuk
program pembangunan menunjukkan trend penurunan dari tahun
2004 - 2008.
Grafik 9
Trend Perbandingan % BL dengan Total Belanja Daerah dan
% BL Bersih (BL – Belanja Pegawai) dengan Total Belanja Daerah
APBD Kota Madiun 2004 – 2008
Sumber: Kantor Keuangan Kota Madiun, 2009 (data diolah)
Dalam grafik 10 dan tabel 16 dapat dijelaskan bahwa




trendnya mengalami sedikit kenaikan sepanjang tahun 2004 - 2008.
Untuk unsur belanja barang dan jasa mengalami kenaikan yang
cukup besar sepanjang 2004 - 2008. Selanjutnya belanja modal
menyerap  terbesar kelompok belanja langsung dan trendnya
cenderung naik.
Grafik 10
Perbandingan Trend Nominal Unsur Belanja Langsung (BL)
APBD Kota Madiun tahun 2004-2008





Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2004-2008
REK URAIAN 2004 R % 2005 R % 2006 R % 2007 R % 2008 R %
5 BELANJA DAERAH 278.020.789.705,00 100,00 244.946.390.294,00 100,00 301.984.223.247,00 100,00 312.532.573.534,00 100,00 353.005.469.945,00 100,00
51 BELANJA TIDAK LANGSUNG 139.836.062.478,00 50,30 145.565.048.796,00 59,43 148.877.741.347,00 49,30 167.087.459.231,00 53,46 218.628.645.320,00 61,93
511 BELANJA PEGAWAI 124.678.287.797,00 89,16 126.284.377.357,00 86,75 142.679.090.565,00 95,84 160.263.682.866,00 95,92 205.678.816.245,00 94,08
512 BELANJA BUNGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 991.490.850,00 0,59 0,00 0,00
513 BELANJA SUBSIDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
514 BELANJA HIBAH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.390.645.000,00 1,43 7.459.811.675,00 3,41
515 BELANJA BANSOS 14.028.115.681,00 10,03 18.994.671.439,00 13,05 6.083.651.428,00 4,09 3.342.058.190,00 2,00 5.490.017.400,00 2,51
516 BELANJA BAGI HASIL
KEPADA PROVINSI / KAB./ KOTA
DAN PEM. DESA 0,00 0,00 286.000.000,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
517 BELANJA BANTUAN
KEUANGAN KPD
PROV./KAB./KOTA & PEM. DESA 1.129.659.000,00 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 99.582.325,00 0,06 0,00 0,00
518 BELANJA TIDAK TERDUGA 0,00 0,00 0,00 0,00 114.999.354,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00
52 BELANJA LANGSUNG 138.184.727.227,00 49,70 99.381.341.498,00 40,57 153.106.481.900,00 50,70 145.445.114.303,00 46,54 134.376.824.625,00 38,07
521 BELANJA PEGAWAI 13.831.481.920,00 10,01 11.517.956.423,00 11,59 12.415.112.144,00 8,11 15.725.173.455,00 10,81 16.215.302.388,00 12,07
522 BELANJA BARANG & JASA 34.761.372.121,00 25,16 32.542.995.102,00 32,75 45.033.006.200,00 29,41 51.078.831.104,00 35,12 51.625.648.101,00 38,42
523 BELANJA MODAL 89.591.873.186,00 64,83 55.320.389.973,00 55,66 95.658.363.556,00 62,48 44.279.304.936,00 30,44 66.535.874.136,00 49,51




3. ANALISIS  KETERCAPAIAN HASIL PEMBANGUNAN
a. Bidang Pendidikan
1) Perkembangan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan
Perkembangan kualitas penyelenggaraan pendidikan di seluruh
jenjang pendidikan di kota Madiun dalam 4 tahun terakhir mengalami
peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan indikator
sasaran, antara lain: persentase ketidaklulusan, nilai rata-rata UAN,
dan persentase angka putus sekolah.
Persentase ketidaklulusan siswa pada jenjang pada jenjang
SD/MI pada kurun waktu 2004 - 2008  rata-rata mencapai 0% setiap
tahun. Tingkat SMP/MTs persentase ketidaklulusan paling tinggi pada
tahun 2006 mencapai 2,75% dan pada tahun 2008 mencapai penurunan
menjadi 0,60%. Pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA persentase
ketidaklulusan paling tinggi pada tahun 2006 mencapai 6,83% dan
pada tahun 2008 mencapai penurunan menjadi 0,53%. Lihat tabel di
bawah.
Tabel 17
Perkembangan Persentase Ketidaklulusan Siswa Kota Madiun
Tahun 2004 - 2008
No. Uraian 2004 2005 2006 2007 2008
1 SD/MI 0 0 0 0 0,12
2 SMP/MTs 0,19 1,52 2,75 1,92 0,60
3 SMA/SMK/MA 0,34 3,30 6,38 4,20 0,53
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun, 2009
Indikator sasaran rata-rata nilai UAN pada jenjang pendidikan




Tingkat SMP/MTs mengalami kenaikan yaitu 5,90 pada tahun 2004
menjadi 7,17 pada tahun 2008. Serta untuk jenjang SMA/SMK/MA
juga mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2004 sebesar 5,40
menjadi 7,25 pada tahun 2008.
Indikator sasaran persentase angka putus sekolah pada jenjang
pendidikan SD/MI pada tahun 2008 mencapai 0%. Pada jenjang
SMP/MTs angka putus sekolah paling tinggi mencapai 0,82% yaitu
pada tahun 2006, yaitu pada tahun 2008 mencapai 0,65%. Jenjang
pendidikan SMA/SMK/MA pada tahun 2004 mencapai 1,33% menjadi
0,19% pada tahun 2008.
Salah satu penyebab penurunan persentase angka putus sekolah
pada semua jenjang pendidikan adalah adanya upaya penuntasan wajib
belajar 9 tahun dan rintisan wajib belajar pendidikan menengah 12
tahun oleh Pemerintah Kota Madiun bersama-sama masyarakat. Secara
terperinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 18
Perkembangan Persentase Ketidaklulusan Siswa Kota Madiun
Tahun 2004 - 2008
No. Uraian 2004 2005 2006 2007 2008











































Selain itu indikator sasaran meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan dapat
dilihat dari rasio jumlah murid terhadap guru dan rasio jumlah murid
terhadap kelas.
a) Rasio Jumlah Murid terhadap Guru
Rasio murid terhadap guru adalah jumlah murid pada
seluruh jenjang tingkat sekolah untuk satu guru. Dalam kurun
waktu tahun 2004 - 2008, rasio jumlah murid terhadap guru pada
tingkat SD/MI mengalami peningkatan 56,15% yaitu sebesar
16,01% pada tahun 2004 menjadi 25 pada tahun 2008. Artinya
seorang guru mengajar rata-rata 16 murid.
Sedangkan pada jenjang pendidikan SMP dan SMA
mengalami penurunan masing-masing rata-rata mencapai 1,82% -
0,99% setiap tahun. Artinya untuk tingkat SMP, seorang guru
mengajar 12 - 14  murid. Dan untuk SMA, seorang guru mengajar





Perkembangan Rasio Jumlah Murid Terhadap Guru Dan Rasio Jumlah
Murid Terhadap Kelas Kota Madiun Tahun 2004 - 2008
No. Uraian 2004 2005 2006 2007 2008







































Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun, 2009
Sedangkan data dari Dinas Pendidikan & Kebudayaan
Provinsi Jawa Timur, 2009 (tabel 23), menunjukkan bahwa rasio
murid dan guru tingkat TK negeri dan swasta kota Madiun tahun
2008/2009 adalah 1:11, Rasio Murid dan Sekolah sebesar 1:89.
Sedangkan rasio murid dan guru tingkat TK negeri dan swasta
Jawa Timur adalah 1:14, sedangkan Rasio Murid dan Sekolah
sebesar 1:47. Artinya, dari sisi rasio murid dan guru TK sudah
memadai, sedangkan rasio murid dan sekolah TK kota Madiun






Data Rasio Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Kota Madiun dan Jawa Timur
Tingkat TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK seluruh Negeri dan Swasta
Tahun 2008/2009







TK Negeri dan Swasta
Madiun 62 5.491 508 11 89
Jawa Timur 16.247 761.478 53.888 14 47
SD Negeri dan Swasta
Madiun 70 16.434 1.127 15 235
Jawa Timur 19.989 3.121.582 209.075 15 156
SLTP Negeri dan
Swasta
Madiun 20 11.506 1.027 11 575
Jawa Timur 3.580 1.304.500 93.805 14 364
SMA Negeri dan
Swasta
Madiun 25 6.286 464 14 251
Jawa Timur 1.259 511.053 38.489 13 406
SMK Negeri dan
Swasta
Madiun 26 15.207 1.040 15 585
Jawa Timur 1.029 545.281 33.766 16 530
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur, 2009
Selanjutnya rasio murid dan guru kota Madiun tingkat SD,
SLTP, SMU, dan SMK seluruh Negeri dan Swasta tahun
2008/2009 masih cukup bagus karena perbandingannya 1 : 11 - 15.
Hal ini hampir sama dengan rasio di tingkat Jawa Timur.
Sedangkan jumlah murid dalam sekolah kota Madiun tingkat SD,
SLTP, dan SMU seluruh Negeri dan Swasta tahun 2008/2009 lebih




Mengingat rasio perbandingan guru dan siswa mulai tingkat
SD, SLTP, SMU, dan SMK seluruh Negeri dan Swasta berkisar
antara 1 : 15 - 16, apabila peran guru dapat dimaksimalkan, maka
akan dapat mempercepat peningkatan kualitas pendidikan dan
pengajaran di kota Madiun.
b) Rasio Jumlah Murid Terhadap Kelas
Rasio jumlah murid terhadap kelas adalah jumlah murid
pada seluruh jenjang tingkat sekolah dalam satu kelas (lihat tabel
20). Dalam kurun waktu tahun 2004 - 2008, rasio jumlah murid
terhadap kelas pada tingkat SD/MI mengalami peningkatan rata-
rata mencapai 6,15% pertahun, yaitu pada tahun 2004 sebesar
26,51 menjadi 29 pada 2008. Artinya dalam 1 (satu) kelas
menampung 26 - 31 siswa.
Sedangkan untuk tingkat SMP dan SMA mengalami
penurunan masing-masing rata-rata mencapao 1,01% dan 0,34%
setiap tahun. Sehingga daya tampung siswa setiap kelasnya pada





6) Perkembangan Pencapaian Pemerataan Pendidikan dan
Kesempatan Belajar
Perkembangan pemerataan pendidikan dan kesempatan belajar
di seluruh jenjang pendidikan di kota Madiun pada tahun 2004 - 2008
mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan
indikator sasaran, antara lain: Angka Buta Huruf (ABH), Angka
Partisipasi Sekolah (APS), dan Angka Partisipasi Murni (APM) serta
Angka Partisipasi Kasar (APK).
a) Angka Buta Huruf (ABH)
ABH menunjukkan kemampuan baca tulis orang dewasa (10
tahun ke atas). Dalam kurun waktu 2004 - 2008 cenderung
mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2004 sebesar 0,76%
menjadi 0% pada tahun 2008. Apabila dibandingkan dengan ABH
Jawa timur maupun daerah di sekitarnya yang angkanya melebihi
10, maka ABH kota Madiun tergolong rendah (bagus). Hal ini
menunjukkan upaya pemkot Madiun dalam memberantas buta
huruf adalah berhasil.
Tabel 21
Perkembangan Angka Buta Huruf (ABH) Kota Madiun
Tahun 2004 - 2008
Uraian 2004 2005 2006 2007 2008
Angka Buta Huruf (ABH) 0,76 0,55 0,93 0 0




b) Angka Partisipasi Kasar (APK)
Perkembangan APK, yaitu anak sekolah tanpa memandang
usia sekolah secara keseluruhan pada semua jenjang pendidikan di
mana di kota Madiun angkanya melebihi 100%. Ini menunjukkan
bahwa mutu penyelenggaraan pendidikan di kota Madiun
mengalami kemajuan. Apabila dibandingkan dengan
perkembangan APK kota Madiun, Jawa Timur dan Indonesia tahun
2004 - 2008, maka Kota Madiun masih jauh lebih baik.
Tabel 22
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Madiun, Jawa Timur
dan Indonesia Tahun 2004 - 2008
Wil.
2004 2005 2006 2007 2008
SD SMP SMA SD SMP SMA SD SMP SMA SD SMP SMA SD SMP SMA
Kota
Mdn
129,31 120,27 130,26 118,45 109,8 143,4 119,54 112,29 137,27 119,27 105,61 134,1 119,73 104,8 126,73
Jatim 107,79 84,77 53,77 107,15 82,43 54,04 109,26 86,19 58,14 110 84,49 60,81 109,7 84,56 61,32
Indo. 107,13 82,24 54,38 104,91 80,52 52,62 109,96 81,87 56,69 110,35 82,03 56,71 109,37 81,08 57,51





Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Madiun, Jawa
Timur
dan Indonesia Tahun 2004 – 2008
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun,
BPS Jatim, BPS Indonesia (2009)
c) Angka Partisipasi Murni (APM)
APM kota Madiun menunjukkan adanya peningkatan pada
semua jenjang pendidikan, yaitu melebihi 100%, kecuali pada
kelompok SMP rata-rata mencapai 85,8%.  Hal ini menunjukkan
bahwa pemerataan dalam penyelenggaraan pendidikan di kota
Madiun di semua jenjang pendidikan mengalami kemajuan.
Tabel 23
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Madiun
Tahun 2004 - 2008
No. Kelompok Usia 2004 2005 2006 2007 2008
1 7-12 101,53 107,18 107,16 106,61 107,26
2 13-15 91,56 87,23 87,20 81,34 82,03
3 16-18 100,46 109,45 110,68 101,96 62,93




d) Angka Partisipasi Sekolah (APS)
APS adalah perbandingan perbandingan antara jumlah
penduduk usia sekolah tertentu yang sedang sekolah dengan
seluruh penduduk menurut kelompok usia yang sama dikalikan
seratus.
Perkembangan APS kota Madiun pada tahun 2004 - 2008
secara umum pada semua jenjang kelompok usia mengalami
kenaikan, yaitu rata-rata mencapai 105,3%. APS kota Madiun
selalu di atas Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa program
pendidikan dasar 9 tahun menunjukkan keberhasilan.
Tabel 24
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Madiun
Tahun 2004 - 2008
No. Kelompok Usia 2004 2005 2006 2007 2008
1 7-12 102,39 105,70 107,68 119,11 119,11
2 13-15 122,61 113,56 82,17 110,61 110,61
3 16-18 89,26 86,53 111,14 112,82 112,82
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun, 2009
Penduduk kota Madiun sudah terbebas dari kewajiban belajar
pendidikan nasional. (LKPJ Walikota Madiun 2008). Hal ini diperkuat
dengan diskusi penulis dengan Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Madiun, Sukarman (2009), yang menyebutkan
bahwa saat ini kota Madiun telah terbebas dari wajib belajar
pendidikan nasional 9 tahun dan buta huruf.
Untuk tingkatan pendidikan tinggi berdasarkan data BPS kota




tersebar di 13 kampus perguruan tinggi yang ada di Kota Madiun.
Sementra itu, tenaga dosen yang mengajar sebanyak 527 orang.
Artinya, rata-rata dosen di Kota Madiun menajar 15 orang mahasiswa.
Selain itu, tercatat juga 207 orang tenaga administrasi. Kondisi ini
sangat menguntungkan bagi kota Madiun dalam percepatan proses
pendidikan, pengajaran dan pembangunan.
b. Bidang Kesehatan
Kebijakan pembangunan pada urusan kesehatan diarahkan untuk
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Perkembangan
penyelenggaraan urusan kesehatan di kota Madiun dapat dilihat dari
beberapa sasaran yang mendukung tujuan dan strategi pada Renstra.
Adapun sasaran capaian kinerja dalam penyelenggaraan kesehatan dapat
dilihat dari usia harapan hidup, perkembangan kematian bayi dan ibu
melahirkan, dan terhindarnya generasi muda dari bahaya narkoba dan
HIV/AIDS.
1) Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup (UHH)
Angka UHH pada waktu lahir merupakan perkiraan lama hidup
rata-rata penduduk dengan asusmsi tidak ada perubahan pola
mortalitas menurut umur. Perkembangan UHH di kota Madiun dalam
kurun waktu 2003 - 2007 menunjukkan angka kenaikan, yaitu pada




diperkirakan mencapai 70,21 tahun pada tahun 2008 (BPS Kota
Madiun).  Lihat      tabel 30.
2) Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka
Kematian Ibu (AKI) Melahirkan
Indikator sasaran yang dipergunakan untuk melihat
perkembangan AKB, antara lain adalah angka kematian bayi dan
angka kematian ibu melahirkan. Perkembangan AKB di kota Madiun
dalam kurun waktu 2004 - 2008 fkuktuatif, yaitu berkisar 3,96 - 10,14.
Atau terdapat 3 - 10 bayi lahir yang mati dalam setiap 1.000 lahir
hidup. Ini berarti AKB di kota Madiun lebih rendah daripada standar
nasional, yaitu 35 bayi mati dalam setiap 1000 lahir hidup. AKB kota
Madiun juga lebih bagus daripada Jawa Timur. Lihat tabel di 25.
Tabel 25
Perkembangan Angka Kematian Bayi  (AKB)
Kota Madiun Tahun 2004 - 2008
No. Uraian 2004 2005 2006 2007 2008
1 Bayi lahir hidup 1.889 2.525 2.297 2.192 1.873
2 Bayi mati 14 8 21 18 19
3 Angka kematian (0/00) 7,41 3,96 9,14 8,21 10,14
Sumber: Buku Profil Kesehatan Kota Madiun, 2009
Sedangkan data di Jawa Timur (www.jawapos.co.id)
menunjukkan angka kematian bayi terus menurun dari tahun ke tahun.
Pada 2005 angka kematian bayi di Jatim 36,65 per 1.000 kelahiran
hidup. Pada 2006 angkanya menurun menjadi 35,32 per 1.000




1.000 kelahiran hidup serta 2008 menjadi 32,44 per 1.000 kelahiran
hidup. Selama tahun 2009, AKB di Jawa Timur mencapai 31 per 1000
kelahiran hidup.
Selanjutnya, perkembangan angka kematian ibu (AKI)
melahirkan di kota Madiun dalam kurun waktu 2004 - 2008
mengalami penurunan. Pada tahun 2008 angka kematian ibu
melahirkan dilaporkan mencapai 52,85. Ini berarti terdapat 53
kematian ibu melahirkan dalam setiap 100.000 kelahiran hidup (lihat
tabel 26).
AKI di kota Madiun masih lebih bagus dari pada di Jawa Timur.
Menurut data yang diakses dari www.surabayadetik.com, di tingkat
Jawa Timur pada 2006, angka kematian ibu melahirkan sebesar 193
per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan pada 2007, angkanya turun
menjadi 99,3 per 100.000 kelahiran hidup. AKI tahun 2008 sebesar 83
per 100.000 kelahiran hidup. Selama 2009, AKI di Jawa Timur
mencapai 90 per 100.000 kelahiran hidup.
Tabel 26
Perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan
Kota Madiun Tahun 2004 - 2008
No. Uraian 2004 2005 2006 2007 2008
1 Ibu hamil 2.725 3.030 2.747 2.737 2.719
2 Ibu bersalin 1.889 2.526 2.297 2.192 1.892
3 Kematian ibu bersalin 0 4 0 2 1
4 Angka kematian (per
100.000 LH)
0 158,35 0 91,24 52,85




3) Penanganan Kasus HIV/AIDS dan Narkoba
Perkembangan jumlah penderita HIV/AIDS semakin
meningkat sebagaimana tabel berikut ini.  Hal ini berarti bahwa
pemerintah kota Madiun harus lebih serius lagi dalam mengantisipasi
perkembangan HIV/AIDS.
Tabel 27
Perkembangan Jumlah Kasus HIV/AIDS
Kota Madiun Tahun 2004 - 2008
No. Uraian 2004 2005 2006 2007 2008
1 Penderita
HIV/AIDS (kasus)
5 9 6 41 31
2 Tertangani 100% 100% 100% 100% 100%
Sumber: Buku Profil Kesehatan Kota Madiun, 2009
Berdasarkan informasi dari www.surya.co.id, Madiun
menduduki peringkat keempat di Jawa Timur untuk peredaran
narkoba, setelah wilayah Surabaya, Kediri, dan Malang. Sejauh ini,
kasusnya terus mengalami peningkatan. Selama tahun 2009, Polresta
Madiun telah menangani sedikitnya 18 kasus narkoba jenis
psikotropika dengan jumlah tersangka 25 orang dan barang bukti
sebanyak 13,5 gram. Untuk tahun 2010, terdapat tiga kasus narkoba
jenis psikotropika dengan enam tersangka dan satu kasus tentang
kesehatan yakni peredaran pil koplo.
Oleh karena itu, perlu segera dilakukan kerja sama antar
komponen, yaitu pemerintah kota Madiun, kepolisian, lembaga




memberikan penyadaran bahaya narkoba dan menekan peredaran
narkoba di Kota Madiun.
4) Jamkesmasda dan Fasilitas Kesehatan
Pemerintah kota Madiun telah mengikuti sistem asuransi sesuai
dengan UU No. 40 tahun 2006 tentang SJSN dengan menandatangani
MoU bersama PT. Askes Nomor 440/06/401.103/2008 dan
1387/1303/0908. Selanjutnya mengesahkan Keputusan Walikota
Madiun Nomor: 400-401.202/303/2009 tentang Program Jaminan
Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda) di mana pada tahun
2009 jumlah masyarakat kurang mampu yang mendapat Jamkesmasda
sebesar 35.907 jiwa. Artinya, apabila kita bandingkan dengan jumlah
penduduk akhir tahun 2008 yang sebanyak 201.619 jiwa (data BPS)
berarti penduduk yang mendapat Jamkesmasda sebesar 17%. Apabila
kita bandingkan dengan jumlah penduduk berdasarkan data dari Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil pada akhir dan tahun 2008 berjumlah
187.790 jiwa, maka penduduk yang mendapat Jamkesmasda sebesar
19%. Jadi masyarakat miskin yang pada tahun 2007 berjumlah 9.703
jiwa telah mendapatkan Jamkesmasda semua.
Berdasarkan informasi dari pemkotmadiun.go.id (2009), di
kota Madiun terdapat 7 rumah sakit (1 milik pemprov Jatim, 1 milik
pemkot Madiun, 5 milik swasta), 6 puskesmas (milik pemkot Madiun),
5 rumah sakit bersalin (milik swasta), dan 7 laboratorium (milik




dimanfaatkan oleh penduduk kota Madiun juga dimanfaatkan oleh
penduduk kabupaten yang ada di sekitarnya. Sarana kesehatan tersebut
adalah sebagai berikut.
Dalam hal ini pemerintah kota Madiun mendasarkan
tindakannya pada hal-hal berikut ini.
a) Kesehatan adalah hak asasi manusia.
b) UUD 1945 Amandemen, pasal 28 H ayat (1) bahwa Setiap orang
berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan
mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan; pasal 34 ayat (1) bahwa fakir
miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara; pasal
34 ayat (3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas
Pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak.
c) UU No. 40 tahun 2006 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
(SJSN).
c. Bidang Penanganan Kemiskinan dan Ketenagakerjaan
Pemerintah kota Madiun sudah membuat Perda Pengentasan
Kemiskinan, yaitu Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2003
tentang Rencana Induk Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengatasi
Kemiskinan  Tahun 2003 - 2012. Sedangkan program yang digunakan
untuk mendukung Perda tersebut menurut Suko Waluyo (Staf Bapeda,




(PMDMK) di mana pengalokasian anggarannya melalui SKPD kantor
kecamatan masing-masing selama tahun 2003 - 2008. Adapun tribina
PMDMK terdiri atas:
1) Pemberdayaan Manusia: Peningkatan SDM masyarakat miskin,
Pemberian jaminan akses kesehatan & pendidikan bagi masyarakat
miskin.
2) Pemberdayaan Usaha: Mengefektifkan pengelolaan Lembaga
Keuangan Kelurahan (LKK) sebagai tumpuan modal usaha bagi
masyarakat miskin.
3) Pemberdayaan Lingkungan: Sarana dan prasarana dasar yang
mendukung terhadap berkembangnya perekonomian kelurahan, &
peningkatan kualitas kesehatan lingkungan.
Pemerintah kota Madiun juga memberikan jaminan kesehatan
masyarakat daerah (Jamkesmasda). Di samping itu, pemerintah kota
Madiun juga bersinergi dan mengandalkan program-program dari
pemerintahan di atasnya seperti, Gerdu Taskin, PKH, PNPM Mandiri,
BOS, dan lain-lain.
Kecenderungan jumlah penduduk miskin di kota Madiun
mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Data terakhir penduduk miskin
pada tahun 2007 sebesar 9.703 KK.  Namun berdasarkan tarjet, pada tahun






Jumlah Penduduk Miskin Kota Madiun
Sumber: Bapeda Kota Madiun, 2009
Selanjutnya, berdasarkan diskusi dengan Bapeda, Badan
Pemberdayaan Masyarakat, dan LSM dapat disimpulkan bahwa
menyatakan bahwa kurang adanya koordinasi dan sinergitas antar SKPD
dalam mensukseskan program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan
masyarakat agar capaian hasilnya lebih optimal.
Suhendra et al. (2007) menyarankan perlunya upaya
penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara lintas
sektoral/departemen/lembaga dan berbagai program perlu difokuskan agar
anggaran kemiskinan dapat benar-benar dinikmati dan menyentuh
langsung terhadap orang miskin.
Hal senada juga disampaikan oleh Saptana & Darwis (2004)




daerah yang efektif antar empat kelembagaan (KPK-daerah, kelembagaan
masyarakat/masyarakat, kelembagaan dunia usaha-swasta, dan
kelembagan pemerintah daerah).
Namun, apabila kita bandingkan dengan jumlah penduduk miskin
di Jawa Timur, jumlah penduduk miskin di kota Madiun masih relatif
kecil. Selanjutnya kondisi ketenagakerjaan di kota Madiun dapat dilihat
pada tabel di bawah. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah
angkatan kerja relatif stabil rata-rata sekitar 80.000 orang. Sedangkan
pengangguran terbuka cenderung menurun dari tahun-ke tahun.
Grafik 13
Persentase Penduduk Miskin Kota Madiun
dan Provinsi Jawa Timur





Kondisi Ketenagakerjaan di Kota Madiun Tahun 2003 - 2007
Uraian 2003 2004 2005 2006 2007
Penduduk Angkatan Kerja (≤
15 Th) (jiwa)
73.556 80.435 81.908 87.352 81.744
Jumlah yang bekerja (%) 60.039 70.334 68.116 73.920 69.114
Jumlah yang mencari
pekerjaan (%)
13.517 10.101 13.792 13.432 12.630
Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja (TPAK) (%)
56,49 59,37 63,64 64,62 56,65
Tingkat Kesempatan Kerja
(TKK) (%)
81,62 87,44 83,16 84,62 84,55
Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) (%)
18,38 12,56 16,84 15,38 15,45
Sumber: BPS Kota Madiun, 2009
d. Perkembangan Ekonomi
Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kota dan kabupaten di
seluruh Jawa Timur selama kurun waktu tahun 2004 - 2009, maka kota
Madiun termasuk daerah yang pertumbuhan ekonominya lebih baik dan
menunjukkan kecenderungan sedikit naik dengan rata-rata 5,74%.
Sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selama kurun
waktu tahun 2004 - 2009 hanya 5,50%. Lihat pada tabel dan grafik di
bawah.
Dukungan sektor-sektor dalam product domestic regional bruto
(PDRB) menyebabkan pertumbuhan ekonomi kota Madiun mengalami
kenaikan dari tahun 2003 - 2009. Perkembangan sektor ekonomi




perkapita pada hakikatnya menunjukkan kemampuan daya beli
masyarakat. Secara jelas dan meyakinkan, PDRB perkapita kota Madiun
telah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.
Grafik 14
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
Kota Madiun dan Jawa Timur tahun 2003 – 2009
Sumber: BPS Kota Madiun dan Jawa Timur 2010 (diolah)
Berdasarkan nilai PDRB atas dasar konstan yang dihitung dengan
menggunakan harga dasar tahun 2000, dalam kurun waktu 2004-2007
mengalami kenaikan rata-rata mencapai 5,79% setiap tahun, yaitu pada
tahun 2004 sebesar Rp 846,22 milyar rupiah menjadi sebesar Rp 995,24
milyar rupiah pada tahun 2007. Perkembangan nilai PDRB yang positif
juga membawa dampak terhadap terhadap pendapatan per-kapita kota




Secara sektoral peranan sektor industri paling menonjol dalam
PDRB Kota Madiun, disusul oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran,
sektor jasa-jasa, dan sektor bangunan (lihat tabel PDRB). Perhitungan
PDRB atas dasar harga berlaku juga menunjukkan kenaikan rata-rata
selama kurun waktu 2004 - 2008 sebesar 16%. Kenaikan ini masih
mengandung unsur perubahan harga sehingga masih belum mencerminkan
produktifitas ekonomi sektor riil.
Tabel 29
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan tahun 2004 - 2007
(Rp Juta)
No. Lapangan Usaha 2004 2005 2006 2007
1 Pertanian ADHB 28.508,12 33.013,18 37.470,26 39.829,74
ADHK 20.976,61 21.177,05 21.375,07 21.382,55
2 Pertambangan &
Penggalian
ADHB 408,46 541,81 604,43 671,6
ADHK 283,76 283,37 283,82 290,2
3 Industri Pengolahan ADHB 309.017,06 360.287,54 415.269,76 464.271,76
ADHK 209.544,36 217.936,81 227.937,30 238.801,68
4 Listrik dan Air Bersih ADHB 26.225,90 31.174,01 36.717,11 41.650,88
ADHK 15.966,19 17.105,45 18.371,81 19.793,61
5 Bangunan ADHB 172.976,29 204.180,11 240.233,56 275.918,28
ADHK 111.347,95 117.074,12 123.138,75 133.238,33
6 Perdagangan, Hotel dan
Restoran
ADHB 239.131,36 281.016,51 329.144,64 364.514,08
ADHK 169.264,30 180.455,70 193.100,99 201.485,30
7 Angkutan dan
Komunikasi
ADHB 148.503,78 184.583,50 217.063,91 251.340,22
ADHK 101.436,68 109.731,78 118.723,47 131.610,01
8 Keuangan, Persewaan,
dan Jasa Perusahaan
ADHB 125.241,77 150.177,77 172.099,53 193.470,89
ADHK 87.011,67 91.117,76 95.736,80 99.996,28
9 Jasa-jasa ADHB 183.317,81 210.372,26 238.852,93 276.786,98
ADHK 130.392,88 134.440,49 138.904,65 148.647,22
PDRB
ADHB 1.233.330,55 1.455.346,69 1.687.456,13 1.908.454,43
ADHK 846.224,40 889.322,53 937.572,66 995.245,18




Inflasi di kota Madiun tahun 2004 sebesar 8,92%; tahun 2005
sebesar 12,27%; tahun 2006 sebesar 9,98%, tahun 2007 sebesar 6,55%,
dan tahun 2008 sebesar 9,73%. Inflasi tahun 2005 melonjak tajam
disebabkan oleh kenaikan harga BBM. Pada tahun 2006 inflasi dapat
dikendalikan lagi. Secara umum, tingkat inflasi kota Madiun pada 4 tahun
terakhir masih dapat dikendalikan. Agar pertumbuhan ekonomi berkualitas
dan berkelanjutan, investasi merupakan kunci utama perekonomian
(Suhendra et al., 2007).
e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
IPM atau Human Development Index (HDI) adalah pengukuran
perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar
hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk
mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara
berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh
dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Indeks ini pada 1990
dikembangkan oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan Mahbub ul
Haq seorang ekonom pakistan dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale
University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics
dan sejak itu dipakai oleh Program pembangunan PBB pada laporan IPM
tahunannya (Wikipedia Indonesia, 2010).
Berdasarkan informasi dari menkokesra.com (2010), Badan




Indonesia ke posisi 111 dari 182 negara dalam pemeringkatan HDI tahun
ini. Indonesia mencatat HDI 0,734 sehingga dikelompokkan sebagai
negara berkembang. Di antara negara-negara Asia Tenggara, kualitas
hidup di Indonesia masih kalah ketimbang Singapura yang berada di
rangking 23 (HDI 0,944), Brunei (peringkat 30/HDI 0,920), Malaysia
(peringkat 66/ HDI 0,829), Thailand (rangking 86/HDI 0,783) dan Filipina
(urutan 105/HDI 0,751). Namun, HDI Indonesia masih lebih baik dari
Vietnam (116) dan Laos (133).
Selanjutnya apabila kita bandingkan dengan Jawa Timur
(BPSjatim.go.id), secara umum angka IPM di Jawa Timur (versi Jawa
Timur) selama periode 2003 - 2007 menunjukan kenaikan. Untuk tahun
2006–2007 terdapat kenaikan 1,19 poin (dari 66,87 pada tahun 2006
menjadi 68,06 pada tahun 2007).
Kenaikan angka IPM lebih disebabkan karena adanya sedikit
perbaikan/peningkatan pada kesehatan dan pendidikan yang merupakan
dampak dari peningkatan program pada kedua bidang tersebut. Sementara
untuk komponen daya beli selama tahun 2006 ke tahun 2007
mensunjukkan adanya penurunan sebagai dampak dari kenaikan harga
BBM sehingga kemampuan daya beli masyarakat (khususnya yang
termasuk kelompok miskin) semakin rendah. Dengan angka IPM sebesar
68,06, menunjukkan kondisi status pembangunan manusia di Jawa Timur





Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Harapan Hidup,
Indeks Pendidikan, dan Indeks Daya Beli Kota Madiun
Tahun 2004 - 2008





2004 72,61 69,90 85,69 57,30
2005 73,59 70,00 85,75 60,01
2006 72,89 70,05 84,20 59,39
2007 74,64 75,21 88,08 70,87
Sumber: BPS kota Madiun dan Jatim, 2009
Grafik 15
Grafik IPM Kota Madiun tahun 2003 - 2007
Sumber: BPS kota Madiun dan Jatim, 2009
Secara umum IPM masyarakat kota Madiun mengalami
peningkatan dalam hal indeks harapan hidup, indeks pendidikan, indeks
daya beli. Pada tahun 2006 - 2007, indeks pendidikan dan indeks daya beli




Apabila kita bandingkan dengan IPM Jawa Timur dan trend tahunan, maka
dapat kita simpulkan bahwa masyarakat kota Madiun lebih baik dan
semakin makmur.
f. Pengahargaan Untuk Kota Madiun
Berdasarkan informasi dari pemkotmadiun.go.id yang diakses
bulan Mei 2010, pemerintah kota Madiun pada saat merayakan ulang
tahunnya yang ke 92 tahun 2010 mendapatkan 3 penghargaan sekaligus
yang berhasil disabet. Yakni, penghargaan Adipura, Wahana Tata Nugraha
(WTN) dan sertifikat Adhiwiyata bagi SMPN 7 Kota Madiun. Walikota
Madiun, H. Bambang Irianto, SH, MM., mengungkapkan bahwa tanpa
peran masyarakat kami nggak bisa mendapatkan tiga perghargaan tingkat
nasional ini.
Adipura sudah enam kali berturut-turut disabet Kota Madiun.
Sedangkan WTN adalah penghargaan di bidang ketertiban lalu lintas. Dan,
sertifikat Adhiwiyata adalah penghargaan untuk sekolah yang berbudaya
dan peduli lingkungan.
Soekarman, selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan
(DKP) mengatakan, nilai plus untuk Kota Madiun adalah dalam hal
pengelolaan sampah. Yakni, perubahan dari sistem open dumping ke
metode controlling land fill atau diolah.
Nilai plus lain, yakni di TPA Winongo, satu satunya TPA di Jawa
Timur yang jalan masuknya dari beton bertulang. Daerah lain banyak




menggunakan beton. Kepala SMPN 7 Kota Madiun, Theresia merasa
bangga dengan prestasi sekolahnya. Menurutnya, prestasi itu tak lepas dari
peran siswa, sekolah dan dukungan pemkot. Lingkungan hidup sudah







1. Simpulan penelitian terkait kinerja keuangan pemerintah kota Madiun tahun
2004 – 2008 adalah sebagai berikut:
1. Rasio kemandirian pemerintah kota Madiun secara umum relatif stabil
dari tahun-ketahun (2004-2008) dengan rata-rata sebesar 7,57%. Hal ini
berarti bahwa ketergantungan pendanaan pemerintah kota Madiun
terhadap pemerintah pusat adalah sangat tinggi.
2. Kinerja Pemerintah Kota Madiun bisa dikatakan efektif karena rasio
efektifitasnya >100%.  Rata-rata pertahunnya  adalah 109,14%. Kinerja
efektifitas pemerintah kota Madiun mengalami kenaikan terus menerus
dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,07%
pertahun.
3. Untuk rasio efisiensi Pemerintah Kota Madiun tahun anggaran 2004 –
2008 mengalami kecenderungan menurun, namun masih dalam kategori
efisien karena di bawah 100%, yaitu rata-rata pertahun 5,32%.
4. Rasio aktivitas dengan membandingkan belanja rutin atau belanja tidak
langsung (BTL) terhadap total APBD kota Madiun tahun 2004 – 2008
mengalami kecenderungan naik tipis dengan rata-rata rasio pertahun
sebesar 54,88%. Sedangkan rasio aktivitas untuk belanja pembangunan




kecenderungan menurun dengan rata-rata rasio pertahun sebesar 45,12%.
Hal ini berarti sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Kota
Madiun masih diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan BTL.
5. Pemerintah Kota Madiun untuk tahun 2004 - 2008 tidak mempunyai
pokok angsuran, bunga, maupun biaya pinjaman sehingga rasio DSCR
tidak dapat dihitung.
6. Rasio pertumbuhan total pendapatan daerah (TPD) kota Madiun tahun
2004 - 2008 mengalami kecenderungan peningkatan dengan rata-rata
pertumbuhan TPD pertahun sebesar 1,23%. Apabila mengabaikan tahun
2004, maka rata-rata pertumbuhan TPD pertahun sebesar 9,38%.
Sedangkan rasio pertumbuhan PAD tahun 2004 – 2008 juga
menunjukkan trend kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan pertahun
sebesar 11,35%. Apabila mengabaikan tahun 2004, maka rata-rata
pertumbuhan PAD pertahun sebesar 15,02%. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa rasio pertumbuhan pemerintah kota Madiun adalah
positif atau baik.
2. Simpulan penelitian terkait keberpihakan APBD untuk rakyat kota Madiun
tahun 2004 – 2008 adalah sebagai berikut:
1. Dari sisi perencanaan (2004 – 2008), secara umum pemerintah kota
Madiun dalam menyusun visi-misi, prioritas pembangunan daerah, arah
kebijakan umum belanja daerah dan program kerja sudah mendasarkan




serta target MDG’s. Namun demikian, terdapat ketidakkonsistenan
dalam perumusan misi, prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan
umum belanja daerah dan program kerja. Indikator-indikator kinerja juga
kurang nampak secara jelas disebutkan dalam perencanaan
pembangunan daerah sehingga menyulitkan pengukuran
keberhasilannya.
2. Di tinjau dari alokasi anggaran per-urusan, pelayanan dasar (kesehatan
dan pendidikan) sebesar 44,16% masih sangat dominan dapat dipahami
karena kebutuhan masyarakat dan keinginan pemerintah kota Madiun
ingin memberikan akses  pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih
baik. Khusus alokasi pendidikan sebesar 37.83% sudah cukup jauh
melampaui syarat minimal alokasi anggaran 20% yang disyaratkan UU
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun
untuk bidang administrasi dan pemerintahan umum (perencanaan
pembangunan dan pemerintahan umum) masih sangat besar (29,86%).
Selanjutnya untuk urusan ekonomi (Koperasi dan UKM, Pertanian,
Perdagangan) masih sangat kecil, hanya sebesar 3,17%. Padahal misi
pertama pemerintah kota Madiun adalah peningkatan kapasitas
kemandirian ekonomi, artinya terjadi ketidakkonsistenan.
3. Rasio kemandirian keuangan daerah (KKD) kota Madiun rata-ratanya
hanya 6,64%. Sedangkan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) kota
Madiun menurut menunjukkan rata-rata hanya 6,5%. Sesuai dengan hasil




besaran PAD antara 0% - 10% masuk kategori sangat kurang, maka
KKD kota Madiun yang rata-rata hanya 6,64% dan DDF kota Madiun
yang rata-rata hanya 6,5% termasuk kategori sangat kurang. Peningkatan
PAD kota Madiun dari tahun 2004 - 2008 tidak berarti positif, karena
hanya mampu menutup belanja daerah hanya 6,88%.
4. Obyek retribusi daerah kota Madiun tahun 2005-2009 yang terbesar
dihasilkan dari retribusi pelayanan kesehatan rata-rata sebesar 29,79%
dan retribusi pelayanan pasar rata-rata sebesar 16,93% dari total retribusi
daerah. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa penyumbang terbesar
retribusi daerah berasal dari masyarakat menengah ke bawah. Di sisi lain
alokasi anggaran untuk kesehatan dan pendidikan mengalami kenaikan
dari tahun ke tahun. Hal ini sejalan dengan penelitian Local Budget
Study di 7 kabupaten-kota Jawa Timur (2010), di mana sektor kesehatan
menyumbang cukup besar PAD dan alokasi belanja urusan kesehatan
(campuran biaya langsung dan tidak langsung) rata-rata mengalami
kenaikan selama 3 tahun (2007-2009).
5. Belanja Tidak Langsung (BTL) rata-rata sekitar 54% dari total Belanja
kota Madiun dan  Belanja Langsung (BL) sebesar 45% dari total
Belanja. Padahal di dalam BTL tersebut masih terdapat unsur Belanja
Pegawai.  Artinya belanja untuk publik akan semakin terkurangi. Hal ini
juga menunjukkan bahwa belanja untuk urusan kepegawaian lebih besar
daripada belanja untuk publik di mana menunjukkan trend kenaikan




lebih besar daripada belanja operasional atau minimal menunjukkan
trend kenaikan. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Sri Rahayu
at. Al (2007), Bandung Institute for Governance Study (2008), kondisi
ini juga berlaku di Kota atau Kabupaten lain di Indonesia (Indrayana
dalam Bastian, 2006b: 22).
6. Pemerintah kota Madiun telah mengikuti sistem asuransi sesuai dengan
UU No. 40 tahun 2006 tentang SJSN dengan menandatangani MoU
bersama PT. Askes Nomor 440/06/401.103/2008 dan 1387/1303/0908.
Selanjutnya mengesahkan Keputusan Walikota Madiun Nomor: 400-
401.202/303/2009 tentang Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
Daerah (Jamkesmasda) di mana pada tahun 2009. Di sini semua
penduduk miskin telah mendapatkan asuransi Jamkesmasda.
7. Perkembangan kualitas penyelenggaraan pendidikan di seluruh jenjang
pendidikan di kota Madiun dalam 4 tahun terakhir (2004 – 2008)
mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan
indikator sasaran, yaitu persentase ketidaklulusan, nilai rata-rata UAN,
dan persentase angka putus sekolah. Selain itu, indikator sasaran
meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan juga meningkat pada
semua jenjang pendidikan dilihat dari rasio jumlah murid terhadap guru
dan rasio jumlah murid terhadap kelas. Perkembangan pemerataan
pendidikan dan kesempatan belajar di seluruh jenjang pendidikan di kota
Madiun pada tahun 2004 - 2008 mengalami peningkatan. Hal ini dapat




Huruf (ABH), Angka Partisipasi Sekolah (APS), dan Angka Partisipasi
Murni (APM) serta Angka Partisipasi Kasar (APK). Penduduk kota
Madiun sudah bebas buta huruf. Secara umum penyelenggaraan
pendidikan di kota Madiun untuk semua jenjang pendidikan masih lebih
bagus daripada kabupaten/kota di Jawa Timur.
8. Capaian kinerja dalam penyelenggaraan kesehatan di kota Madiun yang
dilihat dari usia harapan hidup, perkembangan kematian bayi dan ibu
melahirkan mengalami peningkatan kualitas dan masih lebih bagus
daripada rata-rata kabupaten/kota di Jawa Timur. Tetapi untuk indikator
terhindarnya generasi muda dari bahaya narkoba dan HIV/AIDS, kondisi
di kota Madiun cukup mengkhawatirkan karena kota Madiun menduduki
peringkat keempat di Jawa Timur untuk peredaran narkoba.
9. Kecenderungan jumlah penduduk miskin di kota Madiun mengalami
penurunan dari tahun ke tahun. Data terakhir penduduk miskin pada
tahun 2007 sebesar 9.703 KK.  Padahal berdasarkan tarjet, pada tahun
2006/2007 jumlah penduduk miskin diharapkan 6.318 KK. Artinya
tidak mencapai tarjet. Tetapi di sisi lain, jumlah penduduk miskin kota
Madiun masih lebih rendah daripada rata-rata penduduk miskin Jawa
Timur.
10. Masyarakat kota Madiun mengalami peningkatan dalam hal IPM yang
terdiri dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan, indeks daya beli
setiap tahunnya yang melebihi rata-rata IPM Jawa Timur. Ini dapat kita





Adapun keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Penelitian ini hanya terbatas pada studi kasus di pemerintah kota Madiun
dalam pengalokasian APBD sesuai Renstra atau RPJMD tahun 2004-2009.
2. Penelitian ini tidak memperhatikan program kegiatan SKPD secara
khusus.
3. Penelitian ini tidak semata-mata mendasarkan pada tujuan, target, dan
indikator MDGs, tetapi hanya menganalisis prioritas pembangunan daerah,
proporsi alokasi APBD, dan capaian hasil pembangunan secara umum di
bidang pendidikan, kesehatan, penanganan kemiskinan, dan capaian
Indeks Pembanguanan Manusia.
C. IMPLIKASI
Implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Pemerintah Kota Madiun hendaknya melakukan pengurangan
ketergantungan keuangan dari pihak luar (terutama dari pemerintah pusat
dan propinsi) karena rasio kemandiriannya masih sangat rendah. Oleh
karena itu penulis menyarankan agar Pemerintah Kota Madiun lebih
mengoptimalkan lagi Pendapatan Asli Daerah terutama pada pajak daerah
dan retribusi daerah. Mengingat beberapa obyek pajak dan retribusi masih
“rendah atau bahkan kosong”, maka perlu penggalian PAD potensial.





2. Hendaknya pemerintah daerah bersama legislatif dalam pengalokasian
anggarannya lebih konsisten dan berfokus pada bidang pengentasan
kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat, pendidikan, dan kesehatan
sesuai dengan visi-misi RPJM Nasional dan MDGs.
3. Dalam merencanakan APBD tahunan hendaknya pemerintah daerah
konsisten melaksanakan skala prioritas yang terdapat dalam RPJMD atau
RENSTRA 5 tahunan.
4. Upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara lintas
sektoral/departemen/lembaga dan berbagai program perlu difokuskan agar
anggaran kemiskinan dapat benar-benar dinikmati dan menyentuh
langsung terhadap orang miskin (E. Susi Suhendra et al., 2007).
5. Perlunya sistem koordinasi dalam penanggulangan kemiskinan di daerah
yang efektif antar empat kelembagaan (KPK-daerah, kelembagaan
masyarakat/masyarakat, kelembagaan dunia usaha-swasta, dan
kelembagan pemerintah daerah) (Saptana & Valerina Darwis, 2004).
D. SARAN UNTUK PENELITIAN YANG AKAN DATANG
1. Derajat Desentralisasi Fiskal kota Madiun, dengan cara membandingkan
PAD dengan Total Pendapatan Daerah  menunjukkan angka yang relatif
kecil, yaitu rata-rata hanya 6,91%. Sesuai dengan hasil Penelitian Tim
Fisipol UGM tahun 2000 yang menyatakan bahwa besaran PAD antara 0%
- 10% masuk kategori sangat kurang. Penelitian ke depan, disarankan




2. Pada penelitian yang akan datang disarankan untuk mengevaluasi
keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan proses pembangunan,
terutama dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Perlu diteliti secara khusus program kegiatan dalam rangka untuk
mencapai target MDG yang dilaksanakan secara lintas SKPD.
4. Perlu diteliti komitmen Kepala Daerah dan/ atau DPRD dalam
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